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Agreement on Agriculture4
Konsep (Concept)
Agreement on Agriculture (untuk selanjutnya disebut dengan
Perjanjian), adalah sebuah perjanjian intemasional yang merupakan
bagian dari Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade
OrganizationlWTQ).
Pada Perjanjian ini dibahas rnengenai 3 (tiga) pilar utama
dalam pertanian, yang meliputi bantuan/dukungan domestik, akses
pasar dan subsidi terhadap ekspor. Pilar pertama, bantuan domestik,
merupakan bantuan yang terdiri dalam 3 (tiga) kategori. Perjanjian
mernbaginya kedalarn "kotak-kotak" (box), yaitu Kotak Hijau,
Kotak Oranye, dan Kotak Biru. Kotak Hijau berisikan pembayaran
tetap kepada para produsen dalam program lingkungan, selama
pembayaran dipasangkan dengan tmgkat produksi saat ini. Kotak
Oranye mengatur tentang subsidi domestik diniana pemerintah
bersepakat untuk niengurangi bukan untuk menghapusnya.
Sedangkan Kotak Biru berisikan subsidi yang dapat meningkat
tanpa ada batasan, selama pembayaran berkaitan dengan program
pembatasan produksi. Sisiem bantuan domestik Perjanjian pada saat
ini mengijinkan Eropa dan Amerika. Serikat untuk menghabiskan
sekitar $380 triliun setiap tahunnya untuk subsidi dibidang
pertanian itu sendiri. Mengenai bantuan domestik ini, sering
diragukan apakah bantuan seperti ini memang diperiukan dalam
melindungi peternakan kecil, tetapi nienurut Bank Dunia lebih dari
setengah bantuan Uni Eropa dibutuhkan oleh 1% produsen produk
pertanian, sementara di Amerika Serikat 70% subsidi tersebut
diperiukan oleh 10% produsen yang sebagian besar bergerak
ht^>://www.wto.oig/English/d(«:s_e/[egal_e/14-ag.pdf
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dibidang agrobisnis. Efek dari subsidi-subsidi ini, adalah
^embanjiraya pasar global dengan koinoditas berharga rendah,
roenekan harga pasar, dan inemotong produsen-produsen di negara-
aegaiamiskin.
Pilar kedua, akses terhadap pasar, merujuk kepada
pengurangan tarif (atau non-tarif) terhadap perdagangan antar
negera-negara anggota WTO. Pada 1995, Perjanjiaa memerlukan
Pengurangan tarif rata-rata sebesan
36% pada negara maju, dengan pengurangan tarif minimal
sebesar 15% setelah 15 tahun,
24% pada negara berkembang, dengan pengurangan tarif
minimal sebesar 10% setelah 9 tahun.
Least Developed Countries (LDCs) dikeeualikan dari pengurangan
janf ini, tetapi mereka dapat beralih dari halangan non-tarif kedalam
bentuk tarif tetap. Proses ini dikenal dengan sebutan tarifikasi,
dunana suatu negara inengikatkan din untuk mengadopsi suatu
s.ltem tarif dengan rnenciptakan atap batasan tarif yang besarnya
fcaak dapat naik/meningkat diniasa mendatang.
Ptlar ketiga Perjanjian nienetapkan pengurangan subsidi
ekspor dari negara rnaju sebesar 35% (berdasarkan nilai barang)
atau setidaknya sebesar 21% (berdasarkan volume perdagangan
barang). Target pilar ketiga ini dibuat sejak 1995, dan hams tercapai
«fcm waktu 5 tahun (berakhir pada 2000).
Perjanjian inimemuat kewajiban negara-negara peserta untuk
mencaPai ketiga pilar tersebut, dari memuat hak-hak negara
tersebut, yang antara lain mencakup:
Setiap negara berhak untuk niengenakan hambaian tarif impor
sebagai bentuk perlindungan bagi produsen pertanian/petani
^^ negeri, sepanjang tingkat tarif tersbut tidak melebihi
ungkat koniitmen tarif yang telah disepakati.
^* Negara berkembang berhak untuk memperdagangkan cadangan
pangan untuk keperluan program ketahanan pangan dengan
harga yang diatur (administered prices)', mendistribusikan
bantuan pangan yang disubsidi kepada rakyat miskin;
^leniberikan subsidi atau bantuan modal kepada petani dalam
negeri untuk meningkatkan teknologi dan produksi pertanian;
subsidi kepada petani miskin untuk penyediaan supplai peraltan
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pertanian, pupuk dan alat-alat lain yang diperlukan dalam
produksi.
Later Belakang {Background)
Perjanjian, sebagai bagian dari perjanjian internasional
negara-negara anggota WTO, pertama kali dinegosiasikan pada saat
pembahasan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) di
Putaran Uruguay. Diiatarbelakangi oleh keinginan negara-negara
peserta Perjanjian untuk nienciptakan suatu dasar dalam mengawali
perubahan perdagangan produk/barang pertanian, sebagaimana
sejalan dengan tujuan yang terdapat pada Deklarasi Punta del Este
(Deklarasi). Selain itu, menimbang pula tujuan jangka panjang
Deklarasi yang sesuai dengan Mid-Term Review Uruguay Round.,
yaitu nienciptakan suatu sistem perdagangan produk pertanian yang
berorientasi pasar seeara adil, dan bahwa suatu proses perubahan
hams diawali melalui negosiasi komitnien dalam bentuk dukungan
dan perlindungan serta melalui pembentukan dan pelaksanaan
peraturan-peraturan GATT. Mengingat lebih jauh bahwa tujuan
jangka panjang ini ditujukan untuk tersedianya kemajuan
pengurangan bantuan dan perlindungan pertanian., yang
berkelanjutan pada waktu yang ditentukan, menghasilkan suatu
larangan dan defonnasi (dalam bentuk yang benar dan pencegaban)
pada pasar perdagangan produk pertanian dunia.
Keberiakuan {Entry into Force)
Perjanjian ini tidak menyebutkan seeara jelas mengenai
bagaimana suatu negara dapat inengadopsinya, dan bagaunana
prosesnya hingga Perjanjian memiliki keberlakuan. Perjanjian ini
berlaku pada 1 Januari 1995.
Prinsip Uinum {General Principles)
Pasal 20 Perjanjian niengatur mengenai kelanjutan proses
perubahan, yaitu dengan nienyadari bahwa tujuan jangka panjang
dalam nienciptakan pengurangan bantuan dan perlindungan sebagai
akibat dari perubahan yang fundamental, merupakan suatu proses
(yang sedang berlangsung dan niemakan waktu). Oleh karena itu,
negara-negara peserta Perjanjian bersepakat agar proses negosiasi
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untuk inelanjutkan proses tersebut akan dilakukan 1 tahun sebelurn
berakhirnya rnasa implementasi Perjanjian.
Prinsip uinum lainnya terdapat pada Pasal 21 ayat 1, yang
dikatakan bahwa setiap ketentuan GATT 1994 dan peijanjian
perdagangan multilateral lainnya yang terdapat pada Annex 1A dan
kesepakatan-kesepakatan WTO lainnya merupakan subyek yang
terkandung dalam Perjanjian ini. Pada ayat 2 dikatakan bahwa
Annex Perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian.
Materi Pokok (Main Features}
\ Pasal 1 mengatur tentang ketentuan urnum mengenai definisi
istilah yang digunakan dalam Perjanjian, Istilah ini antara lain,
Aggregate Measurement of Support (AMS), basic agricultural
product, Equivalent Measurement of Support, dan Total AMS.
Pasal 2 mengatur tentang produk pertanian yang menjadi
cakupan Perjanjian, dimana hanya dapat diaplikasikan pada
produk pertanian yang tercantuni pada Annex 1 Perjanjian, yang
untuk selanjutnya disebut sebagai produk pertanian.
2. Pasal 3 mengatur tentang konsesi dan komitnien inkorporasi,
dimana pada ayat 1 dikatakn bahwa komitrnen bantuan
domestik dan subsidi ekspor pada Bab IV jadwal setiap negara
peserta berisikan komitmen yang rnenibatasi pernberian subsidi
dan (komitrnen tersebut) merupakan bagian yang terintegrasi
dari ketentuan GATT 1994.
3. Pasal 4 mengatur mengenai akses pasar. Perjanjian menye-
butkan bahwa konsesi akses pasar berkaitan dengan keterikatan
dan pengurangan tarif., dan kepada komitmen-kornitnien akses
pasar lain sebagaimana akan dispefikasikan dalam Perjanjian.
Negara peserta berkewajiban mengaturv niernberikan pilihan,
atau niengalihkan pada tindakan lain yang dibutuhkan dalam
mengalihkan bentuk bea tertentu, seperti larangan irapor
kuantitatif, pajak unpor yang bervariasi, harga irnpor minimal,
kecuali ditentukan lain pada Pasal 5 dan Annex 5.
4. Ketentuan mengenai pengamanan khusus diatur pada Pasal 5.
Ayat 1 Pasal ini mengatakan bahwa tanpa mengecualikan
ketentuan pada ayat Ib pasal 2 GATT 1994, setiap negara
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peserta dapat menerapkan ketentuan ayat 5 dan 6 dibawah ini,
dalam hal yang berkaitan dengan impor produk pertanian,
dengan rnempertirnbangkan pula ayat 2 dan 4 Perjanjian ini
yang dialihkan kedalam pajak biasa, apabila:
a. volume impor produk yang rnemasuki wilayah pajak negara
peserta yang memberikan konsesi dalam tahun yang
melebihi tingkat peniicu yang berkaitan pada kesempatan
akses pasar yang ada, sebagainiana ditentukan pada ayat 4.
b. harga yang tercanturn pada saat irnpor produk tersebut dapat
memasuki wilayah pajak negara peserta yang memberikan
konsesi, sebagairnana ditentukan berdasarkan harga impor
pengirirnan terkait dengan nilai mata uang domestik, jatuh
dibawah harga pemicu, sarna dengan harga rata-rata
berdasarkan referensi harga sejak 1986-1988 untuk produk
yang dimaksud.
Ayat 2 rnengatur tentang impor dibawah komitnien akses
minimal dan pada saat ini, dibentuk sebagai bagian dari konsesi
rnerujuk pada ayat 1 diatas, seharusnya dihitung sebagai tujuan dari
rnenentukan volume impor yang dibutuhkan pada ayat 4, tetapi
irnpor dibawah komitmen tersebut tidak memberikan dampak
dengan diterapkannya bea tambahan sebagaimana ditentukan pada
ayat 4 dan 5 dibawah. Ayat 3 rnengatur tentang produk pertanian
yang diperdagangkan dan dikenakan bea tambahan sebetum
diterapkannya ketentuan pada ayat 4, dikecualikan dari tambahan
bea yang dimaksud, disediakan bahwa produk-produk tersebut
dapat diperhitungkan masuk kedalam volume impor produk untuk
tahun berikutnya.
Ayat 4 rnengatur tentang bea tambahan yang dikenakan hanya
berlaku hingga akhir tahun, dan hanya dapat dipajakkan pada
tingkat yang tidak rnelewati satu per tiga tingkat pajak biasa. Level
pemicu hams ditentukan berdasarkan kesempatan akses pasar yang
didefinisikan sebagai irnpor, persentase konsumsi domestik selama
3 tahun. Pada semua kasus, pajak tambahan dapat diterapkan tahun
kapan pun, ketika volume irnpor absolut produk pertanian yang
dimaksud memasuki wilayah pajak negara peserta yang
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memberikan konsesi, raelebihi juinlah tingkat pemicu yang
ditentukan, dikalikan dengan jumlah rata-rata impor selania 3 tahun.
Ayat 5 menyebutkan bahwa pajak tambahan yang ditentukan
harus berdasarkan jadwal berikut:
a. jika perbedaan antara harga impor pengiriman yang
ditentukan dalam mata uang domestik dan harga pemicu
yang ditentukan lebih rendah atau sama dengan 10% harga
pemicu, maka tidak dapat dikenakan pajak tambahan;
b. jika perbedaan antara harga impor dan harga pemicu lebih
besar 10% tetapi lebih rendah atau sama dengan 40% harga
pemicu, pajak tambahan dikenakan sebesar 30% untuk
jumlah perbedaan yang melebihi 10%;
c. jika perbedaan tersebut lebih besar dari 40% tetapi lebih
rendah atau sama dengan 60% harga pemicu, maka pajak
tambahan sama dengan 50% untuk jumlah perbedaan yang
melebihi 40% tersebut, ditambah dengan pajak tambahan
yang ditentukan pada sub b;
d. jika perbedaan tersebut lebih besar dari 60% tetapi lebih
rendah atau sama dengan 75% harga pemicu, raaka pajak
tambahan sama dengan 70% untuk jumlah perbedaan yang
melebihi 60% tersebut, ditambah dengan pajak tambahan
yang ditentukan pada sub b dan c;
e. jika perbedaan tersebut lebih besar dari 75% dari harga
pemicu, maka pajak tambahan sama dengan 90% untuk
jumlah perbedaan yang melebihi 75% tersebut, ditambah
dengan pajak tambahan yang ditentukan pada sub b, c, dan
d.
5. Pasal 6 mengatur mengenai komitmen bantuan petani domestik,
yang pada dasarnya merupakan komitmen pengurangan bantuan
kepada petani dalarn negeri. Pelaksanaan komitmen ini hanya
terdapat dalam termin Total Aggregate Measurement of
Support, dan tahap komitmen znengikat final dan tahunan.
Bentuk pengurangan bantuan terhadap petani domestik ini tidak
dapat diterapkan/dikecualikan terhadap produsen
pertanian/petani yang bukan merupakan subyek komitmen,
karena mereka termasuk kedalam kualifikasi sebagairnana
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disebutkan dalani Annex 2 Perjanjian (Pasal 7). Pasal 8
mengatur tentang Komitmen Persaingan Ekspor dimana setiap
negara peserta bersepakat untuk tidak menyediakan subsidi
ekspor kecuali sebagaimana disebutkan dalani Perjanjian (Pasal
8). Pasal 9 mengatur tentang Koniitmen Subsidi Ekspor, yaitu
setiap negara anggota WTO, baik negara rnaju dan berkembang,
berhak untuk mernberikan subsidi kepada produsen
pertanian/petani dalam negeri selama hal tersebut tidak
mempengarubi perdagangan, atau tidak diberikan secara
langsung kedalain biaya produksi (green subsidy). Ayat 1 Pasal
9 nienyebutkan bahwa yang termasuk kedaiam subyek yang
dapat diberikan subsidi ekspor adalah ketentuan pemerintah
termasuk segala pembiayaan kepada bidang industri, dan
produsen produk pertanian, kepada dewan peinasaran;
penjuaian ekspor pemerintah yang memiliki harga lebih rendah
dari harga produk sejenis untuk pasar dalarn negeri; pembiayaan
dalam ekspor hasil pertanian yang secara tidak langsung berasal
dari pemerintah. Pengecualian dari pasal ini terdapat pada Pasal
10, yaitu bila ekspor yang dmaksud tidak terdapat pada Ayat I
Pasal 9, dan bila dengan dilaksanakannya kornitmen pemberian
subsidi ekspor dapat mengakibatkan terpotongnya komitnien
pemberian subsidi. Pasal 10 mengatur tentang pencegahan dari
terpotongnya komitmen pemberian subsidi, antara lain dengan
tidak mernberikan subsidi ekspor kepada jenis ekspor yang
tidak tercantum pada Pasal 9 Ayat 1.
6. Pasai 11 mengatur tentang produk pertanian terpadu. Pasai 12
mengatur tentang larangan ekspor. Pada Ayat 1 dikatakan
bahwa setiap negara peserta yang memiliki larangan ekspor
makanan tertentu, sebagaimana dikatakan pada paragraf 2(a)
Pasal XI GATT 1994, maka negara tersebut harus
mempertimbangkan dampak yang dapat muncul sebagai akibat
dari diberiakukaanya larangan tersebut, terutanaa terhadap
negara pengimpor makanan tersebut, selain itu negara yang
memberlakukan larangan tersebut wajib memberikaii
pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada Komite
Pertanian {Committee on Agriculture),, mengenai tenggang
waktu, dan aiasan dilakukan larangan tersebut Ketentuan ini
Volume 4 Nomor 3 April 2007 577
Jurtiat ffufatm Internasional
tidak dapat diterapkan kepada negara berkeinbang manapun,
kecuali langkah ini dianibil oleh negara berkenibang yang
inerupkan pengekspor jaringan niakanan yang dimaksud (Ayat
2).
7. Pasal 14 niengatur tentang Sanitary and Phytosanitary
Measures, yang merujuk pada pelaksanaan Agreement on the
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures. Pasal 15
niengatur tentang Perlakuan Khusus dan Menibedakan (Special
and Differential Treatment) yang hanya dapat berlaku kepada
negara-negara berkembang. Perlakuan ini nienyangkut hal-hal:
a. Pemberian pengecualian, dengan batas waktu tertentu dan
jangka waktu lebih latna dalam melaksanakan kewajiban
negara peserta sebagaimana disebutkan daJam Peqanjian,
yaitu ineningkatkan akses terhadap pasar, melakukan
pengurangan subsidi ekspor dan mengurangi peniberian
bantuan kepada produsen dalam negeri.
b. Kefleksibilitasan dalam prosedur pelaksanaan kewajiban,
c. Pemberian bantuan teknis.
d. Perlindungan industri dalam negeri diberikan rnerujuk pada
ketentuan Safeguard and Countervailing Measures dan Anti
Dumping,
Pelaksanaan perlakuan khusus ini diawasi oleh Koniite
Pertanian.
8. Pada Pasal 17 dikatakan bahwa untuk tercapainya tujuan
Peqanjian, niaka dibentuk Koniite Pertanian, yang antara lain
berfungsi meniantau kemajuan dalam pelaksanaan Perjanjian,
disesuaikan dengan komitmen yang telah disepakati dalam
Putaran Uruguay.
Mekanisme Khusus {Special Mechanisms)
Peqanjian ini tidak terpisah dari 5 Annexnya, yaitu mengenai:
1. Annex 1: Cakupan produk pertanian yang tnenjadi subyek
pengurangan subsidi.
Pada Annex ini beberapa produk pertanian yang tennasuk
dalam cakupan Peqanjian antara lain adalah produk perikanan,
niinyak, mannitol, sorbitol, wool dan kulit hewan.
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2. Annex 2: Pemberian bantuan kepada dalam negeri, sebagai
dasar pengecualian dari komitmen pengurangan subsidi.
Dikecualikan hanya pada ekspor yang dapat menggangu volume
perdagangan, dan bila bantuan terhadap kepada dalani negeri ini
berasal dari program pemerintah yang dibiayai oieh publik.
3. Annex 3: Pemberian bantuan kepada dalam negeri,
penghitungan teknis dari Aggregate Measurements of Support
4. Annex 4: Pemberian bantuan kepada dalain negeri,
penghitungan teknis dari Equivalent Measurements of Support
5. Annex 5: Perlakuan khusus
Pengawasan {Authority)
Sebagaunana disebutkan pada Pasai 17 dan 18, bahwa untuk
tercapainya tujuan dari Perjanjian ini, niaka dibentuk Komite
Pertanian. Komite ini memiliki beberapa iimgsi antara lain:
a. memantau kemajuan dalam pelaksanaan Perjanjian, disesuaikan
dengan komitmen yang telah disepakatal dalam Putaran
Uruguay,
b. niengawasi pelaksanaan perlakuan khusus,
c. mengumpulkan dan menyiinpan pemberitahuan yang diberikan
oleh setiap negara peseita,
d. menyiapkan dokumen tersbut apabila diperlukan oleh
Secretariat
Penyelesaian Scngketa {Settlement of Disputes)
Berdasarkan Pasal 19 mengenai Konsultasi dan Penyelesaian
Sengketa, dikatakan bahwa ketentuan Pasal XXII dan XXIIIGATT
1994, sebagaimana diterapkan oleh Dispute Settlement
Understanding, diterapkan pula dalam konsultasi dan penyelesaian
sengketa dalam Perjanjian ini.
Peraturan Terkait {Related Regulations)
Adapun peraturan yang terkait dengan Perjanjian ini adalah:
1. General Agreement on Tariffs and Trade 1994
2. Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary
Measures.
(SindyFathatt,SH)
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Plant Protection Agreement for the Asia and
Pacific Region"
Koiisep (Concept)
Plant Protection Agreement for the Asia and Pacific Region
(untuk selanjutnya disebut Perjanjian) merupakan perjanjian yang
disepakati dalam rangka rnelengkapi ketentuan yang terdapat dalam
Pasal III International Plant Protection Convention 1951 (IPPC).
Tidak semua peserta iPPC mengadopsi Perjanjian yang
ditandatangani pada 27 Februari 1956 ini. Perjanjian ini ditujukan
untuk melakukan tindakan nyata dalam mencegah masuk dan
menyebarnya tanaman dan hama yang rnerusak di wilayah Asia-
Pasifik.
Latar Belakang (Background}
Perjanjian ini disepakati pada perteinuan Dewan Food and
Agricultural Organization (FAO) yang ke-23 di Roma.
DHatarbelakangi oleh perlunya diadakan perjanjian tanibahan
sebagai bentuk pelengkap Pasal III IPPC. Perjanjian ini memiliki 27
negara peserta. Pada awalnya, Perjanjian ini berjudul Plant
Protection Agreement for the South-East Asia and Pacific Region^
sebelum diamandemen pada pertemuan Dewan FAO yang ke-75
pada 1979.
Perjanjian ini telah diamandemen sebanyak 5 kali.
Arnandemen pertama mengenai perubahan definisi umuin wilayah
Asia Tenggara dan Pasifik ("the region"). Definisi "the region'''
pada awalnya terdiri dari wilayah Asia tenggara bagian timur dari
perbatasan barat Pakistan dan selatan pegunungan Himalaya,
perbatasan selatan Cina dan perbatasan utara Filipina, dan seluruh
wilayah Laut Pasifik, Laut Cina Selatan dan laut Hindia yang
terletak secara keseluruhan maupun sebagian di daerah yang
tercakup pada 100° bujur timur dan 165° bujur barat, serta 20°
lintang selatan dan 15° lintang utara, tetapi terkecuali wilayah
Australia. Amandemen pertama ini mengubah definisi "the region"
http://www.fao.otg/LegaI/treaties/006t-e.htm
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menjadi seluruh wilayah Asia, bagian timur perbatasan barat
Pakistan dan perbatasan barat Cina dan bagian selatan perbatasan
utara Cina dan bagian barat perbatasan timur Cina, bersama dengan
seluruh wilayah di Laut Pasitik, Laut Cina Selatan dan laut Hindia
yang terletak seluruh atau sebagian di daerah yang merniliki 100°
bujur tiniur, 45° lintang selatan, 130° bujur barat, 38° bujur utara
terhadap titik pertemuan dengan pantai timur Cina. Defmisi ini
diubah setelah negara peserta Perjanjian menyepakati defmisi "the
region" yang baru pada pertemuan Dewan FAO yang ke-49 pada
November 1967. Amandemen pertama ini berlaku sejak 16 Agustus
1969, yaitu pada hari ke-30 dua perdga negara peserta Perjanjian
menyatakan peneriniaan terhadap amanadernen tersebut
Amandemen kedua yaitu niengenai perubahan judul Perjanjian.
Amandemen ketiga kembali mengenai perubahan definisi the
region. Amandemen keempat niengenai kewajiban pembiayaan
pada Pasal II, III dan IV. Amandemen ketiga dan keempat ini
disepakati pada pertemuan Dewan FAO yang ke-84 pada 1983.
Amandemen terakhir, yang disepakati pada pertemuan Dewan FAO
ke-117 pada November 1999, niengenai perubahan Perjanjian
dalara rangka menyesuaikan tujuan Perjanjian dengan naskah EPPC
yang baru (yang telah dianiandemen) dan the Agreemenf on the
Application of Sanitary and Pkytosanitary measures (SPS
Agreement), menyesuaikan kebutuhan modern dalam rangka
rnelindungi tanamao, beserta memperkuat kedudukan dan rungsi
Asia and Pacific Plant Protection Committee (APPPC). Dewan
FAO bersepakat bahwa amandenien ini tidak rnelibatkan kewajiban
baru bagi para negara peserta Perjanjian, untuk itu berdasarkan
ketentuan Pasal DC.4 Perjanjian, maka amandenien terakhir ini baru
berlaku kepada seluruh negara peserta, 30 hari setelah dua pertiga
negara peserta perjanjian menyatakan penerimaannya.
Kebertakuan {Entry into Force)
Berdasarkan Pasal XI, Perjanjian berlaku secepatnya setelah
tiga negara menjadi peserta Perjanjian ini, baik rnelalui
penandatanganan, atau penandatanganan sebagai subyek ratifikasi
yang diikuti oleh ratifikasi di negaranya. Perjanjian ini berlaku pada
2 Juli 1956. Kemudian berdasarkan ketentuan paragraf 2 Pasal XI,
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Perjanjian teiah didaftarkan kepada Sekretaris Jenderal PBB pada
20 Mi 1956, dibawah nomor 1963. Negara peserta Perjanjian
berjumiah 27 negara.'
Prinsip Umura (General Principles)
Pasal YIH Perjanjian inengatur bahwa tidak satupun
ketentuan pada IPPC nieinpengaruhi hak dan kewajiban negara
peserta Perjanjian yang bukan merupakan negara peserta IPPC.
Mated Pokok (Main Features)
Perjanjian ini rnenriliki 12 Pasal dan 2 Appendix. Adapun
rnateri pokok dari Perjanjian ini sebagai berikut:
- Pasal I niengatur tentang definisi urnurn definisi yang
dipaparkan pada Pasal ini adalah definisi "the region" (wilayah
cakupan Perjanjian); definisi tanaman, yaitu setiap species
tanaman atau bagian tanaman baik yang hidup rnaupun mati;
definisi "territory" (wilayah negara atau negara bagian yang
termasuk dalam wilayah cakupan Perjanjian); definisi
Organisasi, yaitu FAO; dan definisi Komite, yaitu APPPC yang
dibentuk berdasarkan Pasal II Perjanjian.
- Pasal II rnengatur tentang Komite Regional. Pada Ayat 1
dikatakan bahwa negara peserta bersepakat untuk membentuk
Komite regional, yang disebut sebagai APPPC. APPPC ini
memiliki rungsi sebagai berikut:
a. menentukan prosedur dan pengaturan yang diperlukan
dalam irnpiementasi Perjanjian ini, serta rnernbuat
rekornendasi bagi negara peserta Perjanjian berkaitan
dengan implernentasi Perjanjian tersebut;
b. rnerneriksa kernbali setiap laporan yang diserahkan oleh
negara peserta, rnengenai kernajuan dibidang
pengirnplementastan Perjanjian;
1 Adapun ke 27 negara ini adalah sebagai berikut: Australia, Banglades,
Kamboja, Cina, Republik Rakyat Demokrat Korea, Fiji, Perancis (untuk
Polynesia), India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Selandia Baru,
Pakistan, Papua Nu Gini, Filipina, Republik Korea, Samoa (Barat), Kepulauaa
Solomon, Sri Lanka, Thailand, Tonga, Viet Nam.
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c. inemberikan pertiinbangan mengenai inasalah yang
membutuhkan kerjasarna dan kegiatan mutual assistance
antar regional.
Ayat 2 menyebutkan bahwa setiap negara peserta wajib
inernberikan perwakilan di APPPC dan memiliki satu hak suara.
Kuorurn terdiri dari suaru niayoritas negara peserta. Keputusan-
keputusan APPPC diambil dari mayoritas suara yang diberikan,
kecuali ditentukan lain oleh Perjanjian. APPPC harus
rnengadakan perterouan dengan Direktur Jenderal FAO setelah
melakukan konsultasi dengan Ketua APPPC. Direktur Jenderal
FAO harus mengadakan perteniuan dengan APPPC setidaknya
2 kali setahun atau ketika dirninta oleh sepertiga negara peserta
Perjanjian (Ayat 3). Ayat 4 menyatakan bahwa APPPC harus
memilih seorang ketua dari delegasi negara peserta Perjanjian,
untuk tnenjabat dalara periode 2 tahun, atau hingga pertemuan
pertama APPPC diadakan setelah habisnya masa jabatan 2
tahun. Ketua APPPC dapat dipilih kenibali. Seluruh
pengeluaran dikeluarkan oleh delegasi negara peserta dalara
rnenghadiri perteniuan APPPC, ditentukan dan dibiayai oleh
pernerintahan negara masing-masing (Ayat 5). Direktur Jenderal
FAO harus menunjuk dan mernbentuk Sekretaris APPPC dari
staf FAO, dan segala pengeluaran Sekretaris APPPC ditentukan
dan dibiayai seluruhnya oleh FAO (Ayat 5). APPPC
menentukan dan mernbentuk peraturan dan prosedurnya sendiri
(Ayat 6).
Pasal III mengatur tentang langkah-angkah berkaitan dengan
impor tanarnan dari negara diluar wilayah Perjanjian. Untuk
tujuan pencegahan pengenalan dan masuknya tanaman dan
hania yang rnerusak sebagaimana tercanturn dalam Appendix A
kedalam wilayah Perjanjian, setiap negara peserta harus
memberikan dukungan dan langkah efektif berkaitan dengan
import tanaman apapun, termasuk daiam pengepakan dan
penyediaan wadah, serta pengepakan tanaman asli dari dalam
maupim luar wiiayah Perjanjian. Negara peserta wajib
mengambil langkah efektif seperti melakukan pelarangan,
sertifikasi, inspeksi, dismfeksi, karantina dan penghancuran atau
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langkah-langkah lain yang direkoniendasikan oleh APPPC,
dengan dasar pertimbangan ketentuan Pasal V dan VIIPPC.
- Pasal IV mengatur tentang langkah dalani mengecualikan
penyakit daun karet Hevea Amerika Selatan dari wilayah
Perjanjian. Disebutkan bahwa dengan memandangpentingnya
industri karet Hevea di wilayah Perjanjian, dan bahaya dari
masuknya penyakit daun karet Hevea Amerika Selatan
(Dothidetta ttlei), negara peserta harus mengambil langkah
sebagaimana ditentukan dalani Apppendix B Perjanjian.
- Pada Pasal V berisikan ketentuan yang berkaitan dengan
perpindahan tanaman aatar wilayah Perjanjian. Dikatakan
bahwa untuk tujuan pencegahan penyebaran tanaman dan hama
perusak di wilayah Perjanjian, setiap negara peserta harus
memberikan tindakan dan mengambil langkah efektif, dalani
kaitannya dengan import tanaman, dengan meinperhatikan
pengepakan dan penyediaan wadah, serta pengepakan tanaman
asli yang berasal dari dan antar wilayah Perjanjian. Negara
peserta wajib mengambil langkah efektif seperti nielakukan
pelarangan, sertifikasi, inspeksi, disinfeksi, karantina dan
penghancuran atau langkah-langkah lain yang
direkornendasikan oleh APPPC, menambahkan seluruh
tindakan yang telah diadopsi oleh setiap negara peserta
Perjanjian.
- Pasal VI mengatur tentan^ pengecualian umurn, yaitu tidak
berlakunya Perjanjian ini terhadap tanaman dan produk hasil
tanaman, kecuali tanaman atau produk hasil tanaman tersebut
secara eksplisit rnerupakan subyek tindakan/langkah yang
ditentukan dalam Perjanjian atau yang direkomendasikan oleh
APPPC, antara lain:
a. tanaman yang diimport untuk pangan dan untuk tujuan
analisa, obat atau manufaktur;
b. bibit tanaman, sayuran, dan bunga-bungaan tahunan, dua
tahunan, atau permanen yang pada pokoknya rnerupakan
tanaman berkarakter herbal;
c. segala produk hasil tanaman.
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Mekanisme Kliusus (Special Mechanism)
Perjanjian ini memiliki 2 mekanisnie khusus yang tercantuin
dalam 2 Appendixnysi, yaitu:
- Appendix A
Sebagaimana_dikatakan dalam Pasal HI inengenai langkah yang
perlu diambil berkaitan dengan impor tanaman dari Juar wilayah
Perjanjian, bahwa pada Appendix ini terdapat daftar tanaman
dan hama yang dapat merusak. Beberapa tanaman, penyakit,
dan hama perusak tersebut antara lain: tanaman cokelat (bama
Sahlbergella singularis hagl, Manilla roreri Clf, dan virus),
tanaman jeruk (hama Anastrepha, Deuterophoma tracheiphila),
tanman kopi (hama tabor, Bunting^ Planococcits henyae),
tanaman kapuk (virus dan hama Anthonomus spp\n
karet (hama Dothidella ulei).
- Appendix B
Khusus untuk langkah pengecualian penyakit daun karet Hevea
Amerika Selatan dari wilayah Perjanjian, Appendix B ini
menyediakan definisi tambahan mcngenai wilayah tropis
Amerika, dan otoritas yang berwenang setiap negara peserta.
Setiap Negara Peserta harus memberikan Jarangan impor
kedalam wilayahnya, tanaman atau bagian tanaman bergenus
Hevea (karet) dari luar wilayah Perjanjian, kecuali:
a. pentingnya impor tanaman tersebut untuk tujuan sains;
b. terdapat izin tertulis dari otoritas yang berwenang negara
pengimpor dan pengekspor tanaman tersebut;
c. tanamao tersebut telah dibersihkao dari infeksi hama dan
bebas dari tanah negara asal. disertai dengan sertiSkasi dari
otoritas negara yang berwenang dari negara pengimpor dan
pengekspor tanaman tersebut;
d. setiap pengiriman ditujukan dan diterirna oleh otoritas yang
berwenang wilayah pengimpor.
Otoritas dan Pengawasan {Authority and Monitoring)
Pengawasan langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini
dilakukan oleh APPPC (berdasarkan Pasal II Perjanjian). APPPC
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kemudian harus mengadakan pertemuan berkaia dengan Direktur
Jenderal FAO (Pasal II Ayat 3)?
Penyelesaian Sengketa (Settlement of Disputes)
Penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal VH Perjanjian.
Dikatakan bahwa bila timbul suatu sengketa raenyangkut
interpretasi atau implementasi Perjanjian, atau menyangkut segala
tindakan yang dilakukan oleh negara peserta berdasarkan Perjanjian
ini, dan sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh APPPC,
pemerintah atau penierintah negara yang bersangkutan dapat
merninta Direktur Jenderal FAO untuk membentuk suatu kornite
ahli untuk ntenyelesaikan sengketa tersebut.
Peraturan Terkait (Related Regulations)
Perjanjian ini terkait dengan International Plant Protection
Convention 1951. (Sindy Fathan, SH)
Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent
Procedure for Certain Hazardous Chemicals and
Pesticides in International Trade*
Konsep (Concept)
Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent
Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in
International Trade (Konvensi) bertujuan untuk rneningkatkan
tanggung jawab bersama dan usaha kerja sama antar negara peserta
Konvensi dalam perdagangan internasional dari bahan-bahan kimia
berbahaya, dalam rangka nielindungi kesehatan manusia dan
lingkungan dari potensi kerusakan/bahaya. Konvensi ini juga
bertujuan untuk inemberikan kontribusi dalam penggunaan baban
kimia berbahaya yang ramah lingkungan. Kontribusi ini dilakukan
2 APPPC membentuk 3 Koinite independen, yaitu Standing Committee on
plant quarantine, Standing Committee OR integrated pest management. Standing
Committee on pesticides,
"http://www.pic.int/en/ConventionText/ONU-GB.pdf.
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dengan memfasilitasi pertukaran infonnasi rnengenai karakteristik
bahan kimia berbahaya tersebut, menyediakan prosedur
pengambilan keputusan mengenai proses impor dan ekspor bahan
kimia berbahaya, serta menyebarluaskan keputusan tersebut kepada
seluruh negara peserta Konvensi.
Konvensi menciptakan kewajiban hukuni dalani implemen-
tasi prosedur Prior Informed Consent (PIC), yaitu suatu kewajiban
bagi negara peserta untuk meniperoleh dan menyebarluaskan
keputusan dari negara penginipor mengenai bersedia atau tidaknya
mereka menerima pengiriman bahan-bahan kimia tertentu, dan
memastikan kepatuhan terhadap keputusan-keputusan mi oleh
negara pengekspor. Kewajiban . tersebut menegaskan kembali
prosedur PIC sukarela yang diterapkan oleh United Nations on
Environmental Program (UNEP) dan FAO sejak 1989, dengan
memperhitungkan pengalaman penggunaan prosedur PIC sukarela
sebagaimana terdapat dalarn Guidelines for the Exchange of
Information on Chemicals in International Trade {Amended London
Guidelines) dan FAO International Code of Conduct on the
Distribution and Use of Pesticides (International Code of Conduct).
Latar Belakang (Background)
Konvensi ini dibentuk dengan rnempertiinbangkan ketentuan
Rio Declaration on Environment and Development, Bab 19 Agenda
21 mengenai manajemen bahan kimia beracun terhadap lingkungan,
termasuk pencegahan penyelundupan ilegal bahan kimia berbahaya
dan beracun, beserta produknya, Konsep prosedur PIC pertama kali
diinisiatifkan oleh kelompok kerja UNEP dan FAO dalani
merurnuskan Amended London Guidelines dan International Code
of Conduct. Pada saat itu prosedur PIC inasih merupakan ketentuan
sukarela, bukan merupakan kewajiban negara peserta, Dilatar-
belakangi oleh kesadaran masyarakat internasional mengenai baha-
ya yang mungkin timbuJ terhadap kesehatan manusia dan ling-
kungan dari bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu dalam
perdagangan internasional, negara-negara menandatangani Kon-
vensi ini pada 10 September 1998 di Rotterdam.
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Kcberlakuan (Entry into Force)
Berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Konvensi, dikatakan bahwa Konvensi
beriaku 90 hari setelah didepositkannya kelirnapuluh instrurnen
ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi. Konvensi ini beriaku
sejak 24 Februari 2004, dan memiliki 116 Negara peserta,3
Prinsip Unmm (General Principles)
Prinsip umum yang tercantum dalara Konvensi terdapat pada
Pasal I mengenai tujuan Konvensi. Dikatakan bahwa Konvensi
bertujuan untuk inemeroniosikan dan meningkatkan tanggung
jawab bersama dan usaha-usaha kerjasania antar negara peserta,
dalaro kaitannya dengan perdagangan intemasional bahan-baban
kiniia dan pestisida berbahaya, sebingga kesebatan nianusia dan
lingkungan dapat terlindungi.
Materi Pokok (Main Features)
Adapun mated pokok Konvensi, yang memiliki 30 Pasal dan
5 Annex, ini sebagai berikut:
1. Pasal 2 menjabarkan definisi umum dari istilah-istilah yang
dipergunakan dalam Konvensi ini.
2. Pasal 3 mengenai cakupan Konvensi, yaitu terbatas pada
bahan-baban kiniia yang dilarang dan sangat terlarang; dan
formulas! pestisida yang sangat berbahaya. Konvensi tidak
dapat diterapkan pada bahan narkotika dan psikotropika,
bahan-bahan radtoaktif, hinbah, senjata kimia, bahan-bahan
farmasi (obat), bahan kiniia untuk pengawet makanan,
makanan, dan bahan-bahan kiniia yang tidak berbahaya bagi
kesehatan manusia dan lingkungan.
3. Pasal 4 mengatur bahwa setiap negara peserta harus
menunjuk satu atau lebih pihak/otoritas yang berwenang di
tingkat nasional untuk nienjalankan ftmgsi-fungsi
administratif berdasarkan Konvensi ini. Setiap negara
peserta harus rnemberitahukan nama dan alamat dari
pihak/otoritas yang ditunjuk tersebut kepada Sekretariat
(Ayat 3).
3Jundah peserta per 1 April 2007. Lihat Jampiran 1.
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4. Pasal 5 mengatur tentang prosedur untuk rnenolak atau
melarang masuknya bahan-bahan kimia. Pada Ayat 1
dilkatakan bahwa setiap negara peserta yang telah
mengadopsi langkah peraturan akbir, haras memberitahukan
Sekretariat secara tertulis. Pernberitahuan tertulis ini dibuat
sesegera mungkin, dan 90 hari setelah tanggal diadopsinya
langkah peraturan akhir tersebut, langsuag inemiliki
keberlakuan. Pemberitahuan tersebut juga niemuat informasi
yang ditentukan pada Annex 1. Pada Ayat 2 dikatakan
bahwa setiap negara peserta pada tanggal berlakunya
Konvensi, haras mernberikan pemberitahuan tertulis kepada
Sekretariat mengenai langkah peraturan akhir yang berlaku
pada saat itu, kecuali setiap negara peserta telah
memberikan pemberitahuan mengenai langkah peraturan
terakhir berdasarkan Amended London Guidelines dan
International Code of Conduct. Kemudian Sekretariat segera
menyebarluaskan ringkasan inforrnasi yang diterima setiap 6
bulan, kepada negara-negara peserta lain (Ayat 4). Ketika
Sekretariat rnenerima setidaknya satu pemberitahuan dari
kedua wilayah PIC berdasarkan bahan kimia tertentu yang
telah ditentukan dalarn Annex I, infonnasi tersebut haras
segera diteraskan kepada the Chemical Review Committee
(Komite), untuk dikaji dan diberikan rekornendasi kepada
Konferensi negara peserta mengenai apakah bahan kimia
yang bersangkutan merupakan subyek prosedur PIC atau
tidak (Ayat 5 dan 6). Komposisi wilayah PIC ditentukan
berdasarkan keputusan rnelalui konsensus/kesepakatan pada
pertermzan pertama Konferensi negara peserta (Conference
of Parties).
5. Prosedur mengenai formulas! pestisida yang berbahaya
ditentukan pada Pasal 6. Pasal ini menyebutkan bahwa
negara peserta yang merupakan negara berkembang dapat
mengajukan daftar formulasi pestisida yang berbahaya
kepada Sekretariat, sesuai dengan ketentuan dalam Annex
III. Dalarn rnengernbangkan hal ini, negara peserta dapat
rnernpergunakan tenaga ahli dari berbagai surnber yang
relevan. Proposal yang diajukan harus rnemuat infonnasi
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yang ditentukan pada bagian 1 Annex IV. Sekretariat
kemudiao sesegera mungkin, selambataya 6 bulan setelah
menerima proposal tersebut, memeriksa kelengkapan
informasi yang tennuat dalani proposal. Bila telah lengkap,
maka Sekretariat harus meneruskan ringkasan informasi
kepada seinruh negara peserta Konvensi. Apabila informasi
yang dicantuznkan dalani proposal belura lengkap, maka
Sekretariat segera memberitahukan negara yang
mengajukannya untuk dilengkapi (Ayat 2). Sekretariat
meneruskan proposal kepada Kornite untuk dimiatakan
rekomendasi mengenai perlu atau tidaknya fonnulasi
pestisida tersebut menjadi subyek prosedur PIC, dan perlu
atau tidaknya dimasukkan kedalam Annex HI (Ayat 5).
6. Pasal 7 niengatur tentang daftar bahan-bahan kimia pada
Annex III. Pada Ayat 1 dikatakan bah'wa setiap bahan kimia
yang diputuskan Kornite untuk dimasukkan kedalam Annex
III, harus disiapkan rancangan dokumen pedornan
keputusan. Dokumen ini setidaknya memasukkan informasi
yang diatur dalani Annex I. rekomendasi dan rancangan
dokumen kernudian disampaikan pada Konferensi negara
peserta untuk diadopsi. Apabila tercapai kesepakatan
mengenai keputusan daftar yang terdapat pada Annex HI,
dan dokumen pedoman telah disepakati, Sekretariat segera
raengumumkan kepada seluruh negara peserta.
7. Pasal 8 nienyatakan bahwa untuk bahan kimia apapun,
selain bahan kiniia yang terdapat pada Annex III, yang
merupakan subyek prosedur PIC sukarela sebelum tanggal
pertemuan pertama Konferensi negara peserta, maka
Konferensi rnernutuskan untuk memasukkan bahan-bahan
kiniia tersebut kedalam daftar di Annex EQ, dengan
ketentuan bahwa sernua persyaratan untuk pendataan
kedalam Annex telah terpenuhi.
8. Ketentuan mengenai pencoretan bahan kimia dari daftar
Annex III. Ketika suatu negara peserta menyerahkan
informasi kepada Sekretariat bahwa tidak terdapat keputusan
pada saat itu untuk rnendaftarkaii bahan kiniia kedalam
Annex ID, dan bahwa inforrnasi mengindikasikan bahwa
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pendaftaran tersebut tidak lagi benar nienurut kriteria yang
relevan berdasar Annex II atau Annex IV, Secretariat harus
rnenyampaikan hal ini kepada Komite (Pasal 9 Ayat 1).
Komite kemudian mengkaji kembali infonnasi yang
diterimanya. Berdasarkan kriteria yang tercantum pada
Annex II atau Annex IV, Komite merekomendasikan
dicoretnya bahan kimia bersangkutan dari daftar Annex III
(Ayat 2). Komite harus menyiapkan rancangan dokumen
pedornan keputusan yang telah direvisi. Rekornendasi
sebagaimana dikatakan pada Ayat 2 disampaikan dalam
Konfererisi negara peserta, dilampirkan pula rancangan
dokumen pedoman keputusan yang telah direvisi.
Konferensi negara peserta-lah yang rnemutuskan dicoret
atau tidaknya bahan kimia tersebut dari daftar Annex III.
Apabila telah disepakati, maka keputusan tersebut harus
disebarluaskan kepada seluruh negara peserta Konvensi
(Ayat 4).
9. Pasal 10 mengenai kewajiban negara peserta dalarn rangka
kegiatan impor bahan kiraia berbahaya yang tercantum
dalarn Annex III. Ayat 1 Pasal ini mewajibkan setiap negara
peserta untuk mengirnplernentasikan langkah-langkah
legislatif dan adminstratif yang dipandang perlu untuk
rnernastikan keputusan yang berkaitan dengan impor bahan
kiinia berbahaya yang tercantum dalam Annex HI. Setiap
negara peserta harus menyampaikan kepada Sekretariat,
sesegera mungkin, selambatnya 9 bulan setelah tanggal
disepakafinya dokumen pedoman putusan, mengenai
jawaban berkaitan dengan rencana impor bahan kimia
berbahaya tertentu. Bila dalarn jawaban tersebut terdapat
pentbahan dari negara peserta, maka perubahan tersebut
harus segera disampaikan kepada Sekretariat Apabila dalam
waktu yang telah ditentukan sebelumnya, negara peserta
tidak memberikan jawaban, maka Sekretariat harus
rnemintakan jawaban kepada negara peserta yang
bersangkutan (Pasal 10 Ayat 2 dan 3). Jawaban yang
diberikan dapat berupa keputusan akhir, raaupun keputusan
sernentara, Jawaban keputusan akhir harus memuat
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penjelasan langkah legislatif dan administratif yang menjadi
dasar pengambilan keputusan (Ayat 5 dan 6).
10. Ketentuan mengenai kewajiban negara peserta dalam rangka
kegiatan ekspor bahan kimia berbahaya yang tercantum
dalam Annex IH diatur daiam Pasal 11. Ayat 1 mewajibkan
setiap negara peserta pengekspor untuk:
- mengiinplementasikan langkah iegislatif dan
administratif dalam mengkomunikasikan jawaban yang
disanipaikan kepada Sekretariat;
- mengambil laagkah iegisiatif dan administratif yang
diperlukan untuk memastikan bahwa para pengekspor
yang berada di wilayah negara peserta pengekspor
mematuhi keputusan-keputusan yang tercapat dalam
setiap jawaban, selainbataya 6 bulan seteiah Sekretariat
memberitahukan jawaban negara peserta pengekspor
dan pengitnpor untuk pertania kali kepada seluruh
negara peserta Konvensi.
- rnemberikaa rekomendasi dan membantu negara peserta
pengiinpor, berdasarkan permintaan dan apabila
memang diperlukan untuk rnendapatkan informasi
tambahan, seita untuk memperkuat kapasitas dan
kemanipuan negara peserta pengiinpor tersebut dalatn
inengatur keselamatan bahan kimia tersebut selama
siklus hidup mereka.
- memastikan bahwa bahan kimia yang tercantum dalani
Annex III tidak diekspor dan wilayah negara peserta
kepada aegara peserta pen^mpor yaag tidak
rnemberikan jawaban atau memberikan jawaban
sementara yaag dtdaiamnya tidak terdapat keputusan
sementara.
11. Pemberitahuan ekspor dttentukan pada Pasai 12. Pada Ayat
t disebutkan bahwa suatu bahan kimia yang ditotak atau
dilarang oieh suatu negara peserta, diekspor dan wiiayah
negara peserta tersebut, maka kepadaaya harus disediakan
suatu pemberitahuan ekspor kepada negara peserta
pengimpor. Isi dari pemberitahuan tersebut adalah informasi
sebagaimana dipersyaratkan dalani Annex V, dan harus
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diberitahukan sebelum pengekporan pertama dilakukan.
Negara peserta pengekspor harus niengehentikan kegiatan
pengeksporannya kettka diketahui bahwa bahan kimia
tersebut ternyata tennasuk dalam daftar Annex III, atau
negara peserta pengimpor memberikan jawaban
sebagaimana dikatakan pada Pasal 10 Ayat 2, atau
Secretariat telah menyebarluaskan jawaban kepada negara-
negara peserta sesuai dengan Pasal 10 Ayat 10.
12. Ketentuan mengenai .infonnasi pendukung kegiatan ekspor
bahan kimia diatur dalarn Pasal 13. Pasal ini menjelaskan
bahwa Konferensi negara peserta harus mendukung
Organisasi Pajak Dunia {World Customs Organization)
untuk turut pada beberapa ketentuan pajak tertentu yang
terdapat dalam suatu sistern yang . terharmonisasi
(Harmonized System Ctistoms Codes) kepada kelornpok
bahan kimia yang tercantura pada Annex III. Setiap negara
rnensyaratkan hal tersebut, dhnana terdapat ketentuan yang
telah terdaftar pada suatu bahaa kimia, rnaka dokumen
pengirirnao bahan-bahan kimia tersebut menanggung pajak
ekspornya.
13. Mekanisme peztukaran infromasi antaia negara peserta
diatur pada Pasal 14. Ayat 1 menentukan bahwa setiap
negara peserta harus mernfasilitasi pertukaran infonnasi
ilmiah, teknis, ekonomi, dan hukum berkaitan dengan bahan
kimia yang tennasuk cakupan Konvensi; menfasilitasi
ketersediaan informasi kepada umurn mengenai tindakan-
tindakan peraturan domestik berkaitan dengan tujuan
Konvensi; mernfasilitasi ketersediaan infonnasi bagi negaia
peserta Iain, baik secara langsung, maupun meialui
SekretariaL mengenai tindakan-tindakan peraturan domestik
yang pada intinya melarang penggunaan satu atau lebih
bahan kimia. Dalam pelaksanaan pertukaran infonnasi ini
diperbolehkan untuk melindungi dan rnerahasiakan
infonnasi tertentu sebagaimana disepakati diantara negara-
negara peserta (Ayat 2), kecuali infonnasi mengenai
ketentuan Annex I dan IV, keselamatan data, tanggal
kadaluwarsa bahan kimia, tindakan pencegaban kecelakaan
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termasuk klasifikasi tingkat kebahayaan bahan kiinia, dan
ringkasan basil kadar racun dan datnpak racun tersebut
terhadap Irngkungan/ekologi (Ayat 3).
14. Pasal 15 mengatur tentaag irnplementasi Konvensi, bahwa
setiap.negara peserta wajib rnengambii segala langkah dan
tindakan yang diperlukan untuk metnbentuk dan
memperkuat infrastruktur dan institust nasionalnya untuk
tujuan implementasi ketentuan Konvensi secara efektif.
Langkah dan tindakan ini rneiiputi pengadopsian atau
perubahan ketentuan legislatif dan administratif nasional
yang juga termasuk didalaomya mengenai pembentukan
badan pendaftaran dan penyimpanan data (database)
nasionai nieugenai bahau kknia, penggunaannya, dan
petunjuk keselaniatannya; dukungan inisiatif oleh industri
dalam meningkatkan keseJamatan penggunaan bahan ku.nia;
dan promosi pengunaan kesepakatan sukarela terutama
dalam bal perbantuan teknis pada Pasai 16. Bantuan teknis
(technical assistance} merupakan kerjasama yang wajib
dikembaagkaa aatar negara peserta terutama antara Hegata
maju dengan negara berkembang dalam rangka
pengernbangan infrastruktur dan kapasitas yang dibutuhkan
untuk mengatur bahau kimia agar tepat guna sebagaimana
ditentukan dalam Konvensi,
15. KoRferensi negam peserta merupakan suatu konfetensi yang
dibentuk berdasarkaii Konvensi int. Pertemuan pertama dan
Konferenst negara peserta dilakukaa oieh DirekUir Eksekutif
UNEP dan Dkektur Jesdecal FAO, pada setidakaya 1 tahua
setelah Konvensi ini berlaku. Setelahnya, pertemuan berkala
dilakukan dengan jadwat yang ditentukan pada setiap
pertemuan sebeluianya. Pertemuan luar biasa dilakukan
apabiia dipandang perlu oieh Konferensi negam peserta,
atau apabiia teidapat permintaan tertuUs dan salah satu
negara peserta dengan dukungan setidaknya satu pihak
(negara peserta) ketiga. Adapun fiingsi dari Konferensi
negara peserta ini adalah:
- Menetapkan badan-badan subside-, apabiia mernang
diperlukan dalarn pengimplementasian Konvensi;
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- Bekerja sama dengan organisasi internasional, badan-
badan antar pemerintah dan non-pernerintah relevan
lain;
~ Menipertimbangkan dan rnengabil tindakan-tindakan
yang memang diperlukan dalain niencapai tujuan
Konvensi.
Dalam perternuan-pertemuan Konferensi negara peserta,
PBB dan badan-badan khusus lainnya seperti IAEA dapat hadir
sebagai pengainat. (Pasal 18)
16. Pembentukan Sekretariat didasarkan pada Pasal 19.
Sekretariat memiliki fungsi sebagai berikut:
- Membuat pengaturan untuk perternuan Konferensi
negara peserta, beserta badan-badan subsidernya;
- Memberikan bantuan kepada negara peserta, khususnya
negara berkernbang daiarn rangka implementasi
Konvensi;
- Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan
Sekretariat dari badan-badan internasional lain yang
relevan;
- Melaksanakan fungsi-fiingsi lain yang ditentukan dalani
Konvensi.
Fungsi Sekretariat dilaksanakan secara bersama-sama dengan
Direktur Eksekutif UNEP dan Direktur JenderaJ FAO, dengan
ketentuan susunan tersebut disetujui oleh keduanya dan Konferensi
negara peserta (Pasal 19).
Mekanisine Khusus (Special Mechanisms)
Konvensi ini dilengkapi dengan 5 buah Annex yang merupa-
kan ketentuan khusus yang hams dipatuhi oleh seUap negara
peserta, adapun isinya sebagai berikut
1. Annexl
Berisikan infonnasi yang dibutuhkan untuk peniberitahuan
yang dibuat berdasarkan Pasal 5. Pemberitahuan ini memuat
data mengenai identifikasi properti dan pelaku perda-
gangan, identifikasi bahan kimia dan tujuan peng-
gunaannya, langkah dan tindakan keputusan akhir.
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2. Annex II
Berisikan tata cara dan kriteria untuk mengajukan bahan
kimia kedaiam daftar Annex III. Cara yang perlu diper-
hatikan suatu Komite adalah meagkaji kembali pemberi-
tahuati yang diberikan oleh Sekretariat (sebagaimana pada
Pasai 5 Ayat 5), kemudian memastikan tindakan dan
Iangkah keputusan akhir teiah diambii. menetapkan bahwa
iangkah tersebut diambii sebagai konsekuensi dari evaiuasi
resiko, dan mempertimbangkaa apakan iangkah tersebut
menyediakan dasar pertimbangan kuat, terutama daiam
mengkategorikaa suatu bahan kimia termasuk kedaiam
daftar Annex JR.
3. Annex HI
Berisikan beberapa bahan kimia dan formulas! pestisida
yang dilarang, sehiagga inerupakan subyek dibutuhkannya
prosedur PIC dalam perdagangannya. Bahan kimia ini
berjuntiah 28 baah, antara iaia: Aldrln, Heptachlor, DDT,
Paratkion, CrocidoUtet dan Tris Phosphate.
4. Annex IV
Berisikan inforniasi, tata cara daa kriteria untuk menga-
jukan pestisida kedaiam daffer Annex III. Proposal yang
diajukan sekutaagnya memttat ideutifikasi formuiasi pestisi=
da, jumlah pestisida, tujuan pcEggunaaii., dan peraturan dan
iangkah legislatif dau administratif yang teiah atau akan
diambii berkaitan dengan proposal negara peserta yang
bersangkutan.
5. Annex V
Berisikan infromasi yang dipersyaratkan untuk pembeti-
tahuan ekspor. Suatu notifikasi ekspor setidaknya memuat
identitas otoritas negara peserta pengekspor dan pengimpor,
tanggai pengiriman dan peneriniaan bahan kimia, identifi-
. kasi bahan kimia yang diperdagangkan, pemyataan bahwa
• bahau kimia yang-beisangkutan teiah diketahui kategori dan
penggunannya, inforrnasi mengenai iangkah pencegahan
dan kewaspadaan daiain mengurangi emisi bahan kimia,
beserta informasi reievan lainnya.
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Otoritas dan Pengawasan (Authority &ndMonhQr.-
Berdasarkan Pasal 18 Ayat 5, Korf— -m8'
merupakan badan tertinggi yang dibentuk
dan menuliki fungsi-fungsi penting terutama
keputusan. Pengawasan Konferensi negara peserta.
Penyelesaian Sengketa (Settlement of Disputes)
Pasal 20 menjelaskan bahwa dalam hal terj
negara peserta berkaitan dengan interpretasi
penyelesaian diiakukan melalui cara negosiasi
negosiasi tidak berfaasil, maka para pihak yang
mempergunakan pilihan penyelesaian sengketa
dalam dokumennya (Ayat 2):
a. arbitrase berdasarkan prosedur yang disetujui
peserta pada sidang pertamanya, atau
b. menyerahkan sengketa kepada Mahkaraah Interna •
Jika kedua prosedur tersebut tidak berfaasil, maka « *°i
diselesaikan dengan konsiliasi (Ayat 6). Sengketa dapat
Peraturan Terkait (Related Regulations)
Konvensi ini terkait pada Guidelines for the &
Information on Chemicals in International TV £jCc"anSe °Jj —•*. i *Q£fa Han J?Aft
International Code of Conduct on the Oistributio f
Pesticides, yang merupakan awal niulanya diterapkan ^
dalam ketentuan internasional. (Sindy Fathan, <^ Prosedur PIC
Laropiran 1
Negara pescrta
Angola
Argentina
Annenia
Australia
Ausftia
Barbados
Belgium
Belize
Penandatangan
1 1 Sep 1998
1 1 Sep 1998
1 1 Sep 1998
6 Jul 1999
11 Sep 1998
11 Sep 1998
1 1 Sep 1998
Rat
<A>
— — ,
— —
.
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Negara peserta
Benin
Bolivia
Brazil
Bosnia and Herzegovina
Sulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
Canada -'
Cape Verde ;
Chad
ChHe
China
Colombia
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Cote d'lvoire
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Democratic People's Republic of
Korea
Democratic Republic of the
Congo
Denmark
Djibouti
Opmimca .
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
European Community
Finland
Peoandatangan
HSep)99S
HSepl99S
1 1 Sep 1998
liSep!993
I i Sep 1998
llSepI99S
24 Aug 1999
II Sep 1998
11 Sep 1998
17 Aug 1999
U Sep 1998
It Sep 1998
U Sep 1998
22Junl999
11 Sep 1998
UScpi99S
1 1 Sep 1993
16FebI999
11 Sep 1998
11 Sep 1998
Ratifikasi, Penerimaan
(A), Persetujuan (AA),
Ahsesi (a)
5 Jan 2004
18 Dec 2003 a
16 Jim 2004
19 Mar 2007 a
25Jul2000a
ilNov2Q02
23 Sep 2004 a
20 May 2002
26 Aug 2002 a
0! Mar 2006 a
10 Mar 2004
20 Jan 2005
22 Mar 2005
13Jul20Q6
29Jun2004a
20 Jan 2004
17 Dec 2004
12 Jim 2000
6Feb2004a
23 Mar 2005
!5Jan2004
IONov2Q04a
30 Dec 2005 a
24 Mar 2006 a
4 May 2004
8 Sep 1999
7Feb2003a
10 Mar 2005 a
!3 Jim 2006 (a)
9 Jan 2003 a "
20 Dec 2002 AA
4Jun2004A
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Negara peserta
France
Gabon
Gambia
Germany
Georgia
Ghana
Greece
Guinea
Guinea-Bissau
Hungary
India
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Ireland
israel
Italy
lamaica
Japan
Jordan
Kenya
fCuwait
iCyrgyzstan
Latvia
Liberia
Lebanon
Libyan Arab Jamahiriya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Madagascar
Malaysia
Maldives
Mali
Marshall Islands
Mauritania •
Mauritius
Mexico
Penandatangan
1 1 Sep 1998
USepl99S
USepI993
1 1 Sep 1998
10 Sep 1999
10 Sep 1999
1 1 Sep 1998
17 Feb 1999
20 May 1999
1 1 Sep 1998
31 Aug 1999
1 1 Sep 1998
11 Sep 1998
1 1 Aug 1999
11 Sep 1998
8 Dec 1998
11 Sep 1998
1 Sep 1999
jRatiOkasi, Pcnerimaan
(A), Persetujuan (AA),
Aksesi (a)
17 Feb 2004 AA
18 Dec 2003 a
26 Feb 2002 a
1 1 Jan 2001
27 Feb 2007 a
30 May 2003
23 Dec 2003
7 Sep 2000 a
31Oct2000
24 May 2005 a
26 Aug 2004
10Jun2005a
27 Aug 2002
20 Aug 2002 a
15 Jim 2004 A
22Jul2002a
3 Feb 2005
12 May 2006
25 May 2000
23 Apr 2003 a
22 Sep 2004 a
13Nov2006
9 Jul 2002 a
18Jun2004a
17 Mar 2004 a
28 Aug 2002
22 Sep 2004
4 Sep 2002 a
17 October 2006 a
5 Jun 2003
27 Jan 2003 a
22 Jul 2005 A
5 August 2005 a
4 May 2005 a
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Negara peserta
Mongolia
Namibia
Nepal
Netherlands
New Zealand
*Jiger
Nigeria
Norway
3naan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Jatar
Republic of Korea
Republic of Moldova
Romania
Rwanda
Saint Lucia
Samoa
Saudi Arabia
Senegal
Seychelles
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Penandatangan
1 1 Sep 1998
11 Sep 1998
11 Sep 1998
1 1 Sep 1998
1 1 Sep 1998
9 Sep 1999
i i Sep 1998
USepJ99S
1 1 Sep 1998
11 Sep 1998
U Sep 1998
7 Sep 1999
25 Jan 1999
1 1 Sep 1998
USepl99S
1 i Sep 1998
11 Sep 1998
1 1 Sep 1998
1 1 Sep 199S
1 1 Sep 1998
Ratifikasi, Pencrimsan
(A), Persetujuan (AA),
Aksesi (a)
8 Mar 2001
24Jun20Q5
9Feb2007a
20 Apr 2000 A
23 Sep 2003
l6Feb2G06a
28 Jim 2001 a
25 Get 2001 A
31 Jan 2000 a
14 Jul 2005
!SAug2000
18Aug2G03
14 Sept 2005
31JuE2006
14 Sept 2005 a
16Feb2Q05AA
10 Dec 2004 a
HAtig2003
27 Jan 2005 a
2 Sep 2003 a
7 Jan 2094 a
30 May 2002 a
7 Sep 2000 a
20 Jul 2001
24May2Q05a
26 Jan 2007 a
17 Nov 1999
4 Sep 2Q02 a
2 Mar 2004
19 Jan 2006 a
17Feb2005a
30 May 2000 a
10Oct2Q03
10 Jan 2002
24 Sep 2003
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Negara peserta
Tajikistan
rhailand
Togo
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
United Republic of Tanzania
United States of America
Uruguay
Venezuela (Bolivarian Republic
rf)
Venien
Penandatangasi
Raiifikasa, Penerimaan
(A), Persetujuan (AA),
Aksesi (a)
28 Sep 1998 j
9 Sep 1999
1 1 Sep 1998
11 Sep 1998
13 Sep 1998
11 Sep 1998
ii Sep 1993 j
1 1 Sep 1998
19Feb2002a
23 Jun 2004
6 Dec 2002 a
10 Sep 2002 a
17 Jim 2004
26Aug2002
4 Mar 2003
19 Apr 2005 a
4 Fefa 2006 a
Tfee International Treaty on Plant Genetic Resources
for Food and Agriculture*
Konsep {Concept)
The International Treaty on Plant Genetic resources dor
Food and Agriculture (Konvensi) ini mengakui babwa petani dan
konumitasnya telah meniberikan kontribusi yang cukup besar daiam
melakukan konservasi dan pengembangan dari sumber daya
genetika tanaman. Hal ini merupakan hak dasar bagi para petani,
yang termasuk didalamnya perlindungan dan pengetabuan
tradisional dan hak untuk berpartisipasi daiam pembagian
keuntungan (benefit-sharing) dan pengambilan keputusan nasional
(national decision-making) mengenai sumber daya genetika
tanaman. Hal ini raemberikaii tanggung jawab kepada pemerintah
dari negara peserta untuk melaksanakan hak ini.
http://www.fao. org/AG/cgffa/itpgr. htm
Volume 4 Nomor 3 April 2007 601
Jarnal fftikum fnternasional
Konvensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa suinber daya
genetika tanaman untuk pangan dan pertanian, yang merupakan
unsur yang vital bagi ketahanan hidup manusia, diimdungi dan
dapat digunakan secara berkelanjutan. Selain itu Konvensi
memastikan bahwa keuntungan dari penggunaan sumber daya
genetika tanaman ini terbagi dan terpasrkan dalam jumlah yang adil.
Keuntungan ini tidak hanya diperoleh oleh peneiiti dan ilrnuwan,
namun ditujukan lebih kepada petani dan pembudidaya taaaman,
baik dari sektor publik maupun swasta.
Pada dasarnya Konvensi niemberikan kerangka hukuin
intemasional yang rnenjadi suatu kunci utama dalam memastikan
ketahanan pangan pada saat ini dan di masa mendatang. Tantangan
utama dari Konvensi adalah untuk memastikan bahwa Konvensi ini
dapat berkalan dengan baik. Konvensi ini untuk pertama kaiinya
merauat sistem multilateral dibidang akses fasilitas, peiaba^an
keuntungan tanaman pangan dan ketahanan pangan. Sistem
multilateria ini berfungsi piila dalam meniastikan distribusi yang
adil terhadap keuntuagan yang diperoleh dari penggunaan sumber
daya genetika tanaman, terutama pada petani pada khususnya di
negara-negara berftembang.
Lafer Belakarag
Suniber daya genetika tanaman untuk pangan dan pertanian
merupakan hal yang penting dalam kehidupan seluruh populasi di
dunia. Sumber daya genetika tanaman untuk pangan dan pertanian
tersebut sering digunakan oleh petani dan pembudidaya tanaman
(plant breeders) dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas
hasil panen. Masa depan pertanian tergantung pada keijasama
intemasional mengmgat tidak ada satu negara pun yang dapat
mencukupi dirinya sendiri. Satu negara dengan negara lain dapat
saling melakukan tukar-menukar hasil panen dan varietas genetika
(genetic diversity) negara mereka,
Setelah tujuh tahun melakukan negosiasi, Konferensi Food
and Agriculture Organization (FAO) melalui Resolusi 3/2001
mengadopsi the International Treaty on Plant Genetic Resources
for Poor and Agriculture (selanjutnya disebut Konvensi) pada
November 2001. Perjanjian intemasional yang bersifat mengikat iaa
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inencakup peraturan mengenai seluruh sumber daya genetika
tanaman yang berhubungan dengan niakanan dan pertanian.
Perjanjian internasional ini juga selaras dengan Convention on
Biological Diversity (Konvensi CBD).
Keberlakuan {Entry into Force)
Konvensi ini terbuka untuk tandatangan pada FAO sejak 3
November 2001 sampai 4 November 2002 oleh seluruh anggota
FAO dan negara-negara lain yang tidak tergabung dalam FAO
namun merupakan negara anggota PBB atau badan-badan khusus
atau International Atomic Energy Agency (IAEA).
Berdasarkan Pasal 28, Konvensi mulai berlaku 90 hari setelah
dilakukannya penyimpanan instrumen ratifikasi, aksesi,
penerimaan, atau persetujuan oleh sekurang-kurangnya 20 negara
anggota FAO. Apabila instrumen tersebut diberikan oleh negara-
negara non anggota FAO, namun merupakan negara anggota PBB,
maka setidak-tidaknya terdapat 40 negara yang memberikan
instrumen tersebut, dan baru dapat berlaku pada hari kesembilan
puluh setelah disimpannya intrumen tersebut. Konvensi ini telah
berlaku sejak 29 Juni 2004. Negara yang telah ineratifikasi
Konvensi ini akan menjadi Governing Body dari Konvensi.
Priosip-prinsip Umum {General Principles)
Secara keseluruhan, Konvensi ini menganut Precautionary
Principle, dimana para negara peserta harus melakukan tindakan-
tindakan pencegahan serta pelestarian dari sumber-sumber daya
genetika tanaman bagi pangan dan pertanian. Pada Pasal 4
dikatakan bahwa setiap negara peserta harus menjamin kesesuaian
Konvensi ini dengan hukum nasionalnya, peraturan-peraturan serta
prosedur-prosedur dengan kewajibanaya yang terdapat dalam
Konvensi ini.
Prinsip umum lain yang terdapat dalam Konvensi ini adalah
prinsip penggunaan berkeianjutan {sustainable use) prinsip nienge-
nai kerjasama internasional, sebagainiana terdapat pada Pasal 7.
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Materi-materi Pokok (Main Features}
Konvensi ini terdiri dari 35 pasal dan 2 Annex. Keseluruhan
pasal dalam Konvensi mengatur mengenai:
1. Tujuan Konvensi
Tujuan dari dibentuknya Konvensi ini adalah untuk pelestarian
dan peniakaian yang berkelanjutan akan sumber daya genetika
tanaman yang dimaufaatkan untuk pangan dan pertanian yang
adil dan selaras dengan Konvensi keanekaraganian hay ati.
Tujuan ini juga berkaitan dengan FAO Treaty dan Konvensi
CBD (Pasal 1),
2. Pemakaian Istilah
Ada beberapa istilah yang digunakan datam Konvensi ini.
Istilah-istilah tersebut dijelaskan dalam Pasal 2, diantaranya:
"In Situ Conservation"., artinya perlindungan atas ekosistem
dan habitat-habitat alam dan perawatan dan perbaikan atas
populasi dari spesies yang ada di lingkungan sekitaraya.
"Ex Situ Conservation ", artinya perlindungan atas sumber daya
genetika tanaman untuk pangaa dan pertanian diluar habitat
alam
"Plant genetic resources for food and agriculture", artinya
materi-materi genetika atau tanaman asli atau yaag tanaman
yang dapat bennanfaat bagi pangan dan pertanian.
Pasal 3 mengatur mengenai cakupan Konvensi yang raeliputi
sumber daya genetika tanaman untuk pangan dan pertanian.
3. Setiap negara peserta, berdasarkan peraturan nasionalnya,
berkewajiban, bekerja sarna dengan negara peserta lain apabtla
diperlukan, mempromosikan pendekatan integrasi terhadap
perlindungan dan pemakaian sumber daya genetika tanaman
yang berkelanjutan untuk pangan dan pertanian (Pasal 5), antara
lain melalui:
a Survey dan menginventaris sumber daya genetika tanaman
untuk pangan dan pertanian, termasuk status dan derajat
variasi dalam populasinya dan yang memiltlu potensi
pemakaian dan ancaman-ancarnan yang ada terhadap
mereka,
b. Mempromosikan kumpulan sumber daya genetika tanaman
untuk pangan dan pertanian dan informasi terhadap sumber
604 Indonesian Journal of International Law
1
International Law Making
daya genetika tanaman baik yang terancam niaupun yang
dapat digunakan.
c. Menipromosikan atau mendukung para petani dan
masyarakat lokai untuk berusaha mengelola dan inelindungi
sumber daya genetika tanaman yang'digunakan bagi pangan
dan pertaman
d. Menipromosikaa in situ conservation atas wild crop
relatives dan tanaman liar bagi produksi pangan terraasuk
didalani area yang dilindungi dengan mendukung usaha-
usaha yang dilakukan masyarakat asli dan masyarakat lokal.
e. Bekerja sama dalam menapromosikan perkembangan yang
efisien dan berkelanjutan atas ex situ conservation,
memberikan batas pehatian yang diperlukan untuk
dokurnentasi, characterization, regenerasi dan evaluasi serta
mempromosikan perkembangan dan transfer tekhnologi
yang memadai bagi tereapainya tujuan peningkatan
pemakaian smBber daya genetika tanaman untuk pangan dan
pertanian yang berkelanjutan.
f. Meniantau perawatan, derajat variasi dan juga integritas
genetika atas kumpulan sumber-sunaber daya genetika
tanaman untuk pangan dan pertanian :
Selain itu, negara-negara peserta juga harus mengambil
langkah-langkah untuk meminimaliasi atau rnenghilangkan
ancanian terhadap sumber-sumber daya genetika tanaman untuk
pangan dan pertanian (Pasal 5 ayat 2).
Pasal 6 mengatur tentang pemakaian sumber-sumber daya
genetika tanaman secara berkelanjutan. Dimana negara-negara
peserta harus mengernbangkan kebijakan-kebijakan nasional
serta tindakan-tindakan hukurn yang dapat mempromosikan
pemakaian sumber daya genetika tanaman yang berkelanjutan
bagi pangan dan pertanian (Pasal 6 ayat I). Pada ayat 2
dikatakan bahwa tindakan ini meliputi:
a. Mengadakan kebijakan-kebijakan pertanian yang adil untuk
pengembangan dan perawatan perbedaan sistem pertanian.
b. Meningkatkan peneiitian yang dapat meningkatkan dan
melestarikan penganekaragaman hayali dengan memaksi-
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malkan intra dan inter-spesifik variasi untuk kepentingan
para petani.
c. Memeromosikan usaha dalam rnenyuburkan tanaman
dengan partisipasi para petani terutarna di negara-negara
berkerabang, Memperluas daerah pengernbangan genetika
dan meaingkatkan luas dari penganekaragaman genetika
bagi para petani. Mernprornosikan penggunaan pemakaian
atas bibit lokal, varieties dan spesies.
d. Mendukung pemakaian penganekaragaman varieties dan
spesies dalam pengelolaan dalam pertanian (on-farm),
periindungan, dan pemakaian berkeianjutan atas perabibitan
dan rnemperkuat hubungaa antara perkerabangan pertanian
dengart pembibitan taaamaa, serta raenieromosikan
peningkatan produksi paagan dunia yang sesuai dengan
e. Melakukan review dan menyesuaikan strategi pembibitan
dan peraturan-peraturan yaag menyangkut penggunaan
varietas dan distribusi benih.
5. Setiap negara peserta diwajibkaa untuk saling berintegrasi
dengan perkemban^u peitanian serta kebijakan-kcbijakan dan
program-program nasional, dan bekerja sama dcagan negara
peserta lainnya baik Eangsung atau rneialui FAO dan organisast
internasionai lain yang berkaitan daiarn periindungan dan
pemakaiau betkeiaajutan atas sumber daya genetika tanarnan
untuk pangan dan pertanian.
Kerjasama iaternaslonal harus secara langsung untuk (Pasal ?):
a, Membuat atau merun^tatkan keraampuan dari negara-negara
berkerabang dan negara-negara yang dalam transisi-transisi
ekonorni dalam meiindungt dan pemakaian berkelajutan atas
surnber daya genetika tanaman untuk pangan dan pertanian.
b. Menirigkaikan kerjasama mtemasional uatuk rnemeromo-
sikan periindungan, evaluast, dokumentasi, peningkatan
genetika, pembibitan tanaman, pengembangan benih dan
pernbagian, penyediaan ,v-akses, pertukaraa, yang sesuai
dengan Bagian VI, sumbcr-sumber daya genetika tanaman
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bagi pangan dan pertanian serta informasi dan tekhnologi
yang inemadai.
c. Perawatan dan peningkatan perjanjiaa-perjanjian institu-
sional yang dijelaskan dalam Pasal V; dan
d. Melakukan strategi pendanaan.
Pasal 8 inenyebutkan mengenai bantuan teknis, antara lain
dalam memeromosikan ketentuan-ketentuan dalam bantuan-
bantuan teknis kepada negara-negara peserta lainnya, terutama
kepada negara-negara berkembang atau negara-negara dalam
transisi ekonoini, baik secara bilateral rnaupun melalui
organisasi inteniasional dengan tujuan untuk menfasilitasi
pelaksanaan Konvensi ini.
Pasal 9 menyebutkan mengenai faak petani. Hak-hak ini meliputi
diakuinya akan besamya kontribusi masyarakat lokal dan para
petani di seluruh dunia, terutama mereka yang berada di pusat
pembibitan, telah membuat dan akan melanjutkan
perkembangan serta perlindungan atas sumber daya genetika
tanaman yang niemuat dasar-dasar produksi pangan dan
pertanian diseluruh dunia. Ayat 2 mengatakan bahwa negara
peserta bersepakat untuk memenuhi hak-hak petani yang antara
lain meliputi:
a. Perlindungan atas pengetahuan tradisional yang
berhubimgan dengan sumber daya genetika tanaman bagi
pangan dan pertanian
b. Hak yang sama untuk berpartisipasi dalam peinbagian
keuntungan yang muncul saat pemanfaatan dari sumber
daya genetika tanaman bagi pangan dan pertanian
c. Hak untuk berpatisipasi dalam membuat suatu keputusan
dalam tingkat nasional terhadap hal yang berhubungan
dengan pelestarian dan pemakaian yang berkelanjutan atas
sumber daya genetika tanaman bagi pangan dan pertanian.
Ketentuan-ketentuan tersebut tidak boleh membatasi hak-hak
petani untuk menyimpan, inenggunakan, menukar dan menjual
hasil-hasil pertaniannya, yang diatur dalam hukum nasional
(Pasal 9 ayat 3). Pasal 10-13 Konvensi niembahas mengenai
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sisteni multilateral dan pembagian keuntungan dari sistem
tersebut.
6. Pasal 14 mengatur tentang Global Plan of Action,, yang berperan
memberikan perlindungan dan pemakaian suniber daya genetika
tanaman untuk pangan dan pertanian secaia berkelanjutan.
Dimana negara-negara peserta harus memprornosikan tindakan-
tindakan efektif tennasuk diantaranya melaiui tindakan-tindakan
nasionai dan apabila dibutuhkan kerjasama internasional untuk
menyediakan agenda yang berkesinambungan.
7. Pengaturan niengenai Ex-Situ collection atas suniber daya
genetika tanaman untuk pangan dan pertanian diatur pada Pasal
15. Negara-aegara peserta mengakm pentingnya Ex-Sittt
Collection atas sumber daya genetika tanaman bagi pangan dan
pertanian yang dipercayai kepada International Agricultural
Research Centres (lARCs) dari Consultative Group on
International Agricultural Research (CGIAR).
8. Kerjasama yang timbul dalam jaringan internasional rnengenai
sumber-surnber daya geaetika bagi pangan dan pertanian yang
sejalan dengan Konvensi ini akan niendorong atau
niengembangkan perjanjian-perjaajian yang ada sebagai
jaringan atas sumber-sumber daya genetika tanaman bagi
pangan dan pertanian (Pasai 16 ayat 1).
9. Sistem Informasi Global atas sumber-surnber daya genetika
tanaman untuk pangan daa pertanian diatur pada Pasal 17.
Negara-negara peserta wajib untuk saling bekerja sama untuk
mertgembangkan dan memperkuat sistem informasi global
untuk memfasilitasi pertukaran informasi, berdasarkan sistem
informasi yang ada, rnengenai hal-hal ilmiah, teknls, dan
menyangbit lingkungan yang berkaitan dengan sumber daya
genetika taaaman.
10. Negara-negara peserta sepakat untuk melaksanakan strategi
keuangan untuk pelaksanaan Konvensi, dengan tujuan untuk
meningkatkan ketersediaan, transparansi, erlsiensi dan
efektivitas ketentuan-ketentuan dalam sumber-sumber keuangan
untuk melaksanakan aktifitas menurut Konvensi ini ( Pasal 18
ayat 2). Starategi pendaaaan ini dipriontaskan kepada negara
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berkembang atau negara yang berada dalain transisi ekonorni,
dan menjaJankan Global Plan of Action (Pasal 18 ayat 3).
Strategi Pendanaan adalah sebagai berikut (Pasal 18 ayat 4):
a. Negara-negara peserta wajib untuk niengambil tindakan-
tindakan yang menjamin pelaksanaan aktivitss-aktivitas
yang menjadi prioritas serta alokasi dana secara efektif.
b. Negara-negara peserta yang masih dalani tahap berkembang
dan dalam transisi ekonomi akan secara efektif
melaksanakan komitmen Konvensi dan masih tergantung
terhadap alokasi dana akan mendapat prioritas dalani
melaksanakan rencana-rencana dan program-program
mereka.
c. Negara-negara peserta yang inerupakan negara maju dapat
nienyediakan sumber-sumber keuangan bagi pelaksanaan
Konvensi ini melalui kerjasama bilateral, regional dan
multilateral. Setiap negara bersepakat untuk nienyediakan
sumber keuangan bagi aktivitas-aktivitas nasional untuk
pelestarian dan penggunaan berkelanjutan atas sumber-
sumber daya genetika tanaman bagi pangan dan pertanian
sesuai dengan kemampuan nasional dan sumber keuangan.
d. Kontribusi secara sukarela juga dapat diberika oleh negara-
negara peserta, sektor swasta, NGO dan sumber-sumber
lainnya sesuai dengan Pasal 13. Negara-negara peserta wajib
inempeztimbangkan strategi dalam memproniosikan
kontribusi tersebut.
Pengawasaa {Authority}
Konvensi membentuk Governing Body berdasarkan Pasal 19,
sebagai badan yang terdiri dari seluruh negara peserta Konvensi.
Seluruh keputusan-keputusan Governing Body harus diambil
melalui konsensus negara-negara peserta. Fungsi dari Governing
Body adalah untuk memeromosikan pelaksanaan Konvensi ini,
terutama untuk:
a. Menyediakan arah kebijakan, mengawasi, dan niengadopsi
rekomendasi-rekomendasi dalani pelaksanaan Konvensi, teruta-
ma dalam menjalankan Sistem Multilateral. Mengadopsi
rencana dan program-program untuk pelaksanaan Konvensi.
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b. Mengadopsi, mengkaji ulang rencana keuangan dan strategi
pendanaan secara berkala. Mempertimbangkan tugas, kornposisi
serta ketersediaan keuangan bagi badan-badan dibawahnya
sesuai yang diperlukan.
c. Mempertimbangkan dan membuat rnekanisme yang diperlukan
seperti Rekening Bersania (Trust Account) untuk menerima dan
inenggunakan sumber-sumber keuaagan untuk pelaksanaan
Konvensi ini.
d. Membuat dan menjaga kerjasama dengan organisasi-organisasi
intemasionai terkait dan badan-badan daiam Konvensi, terutama
konferensi negara-negara peserta Konvensi CBD, dalam hat
yang tercakup dalam Konvensi ini tennasuk partisipasi mereka
didalam strategi pendanaan.
e. Mempertimbangkan dan mengadopsi amademen Konvensi
beserta annex-annex yang ada daiam Konvensi ini sesuai
dengan Pasal 24.
f. Mempertimbangkan strategi-strategi untuk mendorong kontri-
busi secara sukarela terutama yang tennasuk dalam pasal 13 dan
18.
g. Menjalankan fungsi-fungsi laumya yang diperiukan untuk
teccapainya tujuan Konvensi ini.
h. Mencatat keputusan-keputusan dari konferensi negara-negara
peserta C3D dan organisasi-organisasi inferaasional serta
badan-badan tain yang terkait dengaa pelaksanaan Konvensi ini.
i. Menginformasikau kepada konferensi negara-negara peserta
CBD dan organisasi-organisasi intemasionai serta badan-badan
lain yang terkait menyangkut pelaksanaan Konvensi ini.
j. Menyetujui perjanjian-perjanjian dengan iARCs dan institusi
intemasionai lainnya berdasarkan pasal 15, dan mengkaji serta
mengamandernen MTA dalam pasal 15 (Pasal 19 ayat 3).
Konvensi ju^ menulih Secretary dari Governing Boefy yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal FAO dengan persetujuan dari
Governing Boefy. Secretary dapat dibantu oleh staff yang rnemenuhi
syarat (Pasal 20).
Secretary harus menjalankan fungsi-fungsi dibawah ini :
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a. Mengatur dan menyediakan pendukung-pendukung
administratif dalani setiap pertemuan dengan Governing
Body dan untuk Badan-badan yang ada dibawahnya.
b. Membantu Governing Body dalam menjalankan fungsinya
tennasuk menjalankan tugas-tugas khusus yang ditugaskan
kepada Governing Body.
c. Melaporkan aktifitas-aktifitas yang diJakukannya kepada
Governing Body (Pasal 20 ayat 2).
d. Bekerjasama dengan organisasi-arganisasi lainnya dan
badan-badan yang ada dalam Konvensi ini terutania
dengan pihak Secretariat dan Konvensi CBD dalam
mencapai tujuan Konvensi (Pasal 20 ayat 5).
Penyelesaiara Sengketa (Settlement of Disputes}
Apabila terdapat sengketa antara aegara-negara peserta
inenyangkut penafsiran atau penerapan perjanjian, negara tersebut
harus mencari penyelesaian melalui negosiasi (Pasal 22 ayat 1).
Apabila para pihak tidak dapat naeacapai kesepakatan melalui
negosiasi, maka niereka dapat ineminta znediasi melalui pihak
ketiga (Pasal 22 ayat 2) . , ;
Saat ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau pelaksanaan
Konvensi ini, atau setelahnya, negara-negara peserta dapat
meuiberitahukan secara teztulis kepada Depository bahvya
perselisihan ini tidak akan diselesaikan meialui Pasd 22 ayat 1, atau
Pasal 22 ayat 2 diatas, sehingga untuk menyelesaikan sengketa,
tersebut wajib dilakukan :t .
a. Arbitrase berdasarkan prosedur yang terdapat dalam Part I
Annex II dari perjanjian ini
b. Pendaftaran penyelesaian sengketa melalui International Coztrt
of Justice (selanjutnya disingkat ICJ) (Pasal 22 ayat 3).
Pada saat para pihak tidak menerima penyelesaian berdasarkan
Pasal 22 ayat 3 diatas, maka perselisihan tersebut dapat didaftarkao
pada badan konsiliasi yang terdapat dalam Part 2 dari Annex II
dalam perjanjian ini dengaa kesepakatan para pihak (Pasal 22 ayat
4)-
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Mekanisme Khusus (Special Mechanism)
Konvensi ini tidak terlepas dan kedua Annexnya. Annex I
berisikan daftar tanarnan pangan yang masuk kedalarn cakupan
Sistero Multilateral Konvensi. Sedangkan Annex II mengatur
tentang penyeiesaian sengketa. Annex ini sendiri terbagi dalam dua
bagian, yang pertama mengenai arbitrase, sedangkan yang kedua
mengatur tentang konsiliasi. Berikuta dipaparkan ketentuan Annex
II.
Pihak penggugat barus inernberitahukan kepada Secretary
bahwa para pihak yang bersengketa memilih menyeiesaikan
sengketanya melalui Arbitrase sesuai dengan Pasal 22. Secretary
akan meneruskaa infarmasi ini kepada seluruh negara-negara
peserta perjanjian ini (Pasal 1). Apabila sengketa ini melibatkan dua
pihak, rnaka tribunal Arbitrase hams terdiri dari 3 anggota, Kedua
negara peserta pihak yang bersengkata masing-masing memiHh
seorang arbitrator, kemudian dari kedua arbitrator ini dipilih
arbitrator ketiga sebagai Presiden Tnbunal. Para arbitrator ini tidak
boieh rnerupakan warga negara dari kedua negara yang bersengketa,
tidak boieh memiliki ternpat tinggai (residence) di kedua negara
atau tidak memiliki pekerjaaa di kedua negara tersebut, dan juga
tidak memiliki kasus yang berhubungan dengan kedua negara
tersebut (Pasal 2 ayat 1).
Daiam sengketa yang meltbatkan lebih dari dua negara
peserta maka para pihak yang bersengketa yang memiliki
kepentingan yang sarna dapat menunjuk satu orang Arbitrator
secara bersama-sama dengan perjanjian (PasaE 2 ayat 2}
Tribunal Arbitrase harus membuat keputusannya sejalan
dengan keteatuan-ketentuan dalam perjanjian ini dan hukum
internasional (Pasal 4). Tribunal Arbitrase dapat menentukan
aturaa-aturan prosedurnya tersendiri dengan persetujuan para pihak
yang bersengketa (Pasal 5). Tribunal Arbitrase dapat mereko- ;
mendasikan tindakan-tindakan perlindungan atas persetujuan pihak-
pihak yang bersengketa (Pasal 6). Biaya arbitrase dikenakan kepada ,
kedua belah pihak dengan beban yang sama kecuali tribunal
arbitrase menentukan lainnya (Pasal 9). Pada sistem Tribunal ,
Arbitrase ini dimungkinkan dilakukan intervensi oieh negara-negara ~
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peserta yang memiliki kepentingan hukum yang berkaitan dengan
sengketa.
Tribunal harus menyarnpaikan putusan akhirnya dalam kurun
waktu 5 bulan scjak tangga) perkara dimulai dan dapat diperpanjang
dengan ketentuan tidak melebihi waktu 5 bulan (Pasal 14). Putusan
akhir Arbitrase ini harus memuat pokok permasalahan, alasan
pengambilan putusan, dan narna negara-negara anggota yang ikut
berperan dan dissenting opinion di lembar teipisah (Pasal 15).
Putusan Arbitrase ini mengikat kepada para pihak, dan dapat
dilakukan banding dengan persetujuan pihak lainnya untuk
sebelumnya.(Pasal 16).
Bagian kedua naengatur tentang Koniisi Konsiliasi, yang
dibentuk berdasarkan permintaan salah satu pihak yang berseng-
keta. Atas persetujuan para pihak, Komisi Konsiliasi terdiri dari 5
anggota, dimana 2 anggota di tunjuk oleh para pihak yang
bersengketa dan bersama-sama Presiden Komisi terpilih menunjuk
2 anggota lainnya (Pasal 1). Bila terdapat sengketa yang melibatkan
lebih dari dua pihak, maka pihak yang bersengketa yang memiliki
kepentingan yang sarna dapat menunjuk kepada anggota Komisi
Konsiliasi dengan persetujuan bersama, Jika pihak yang berseng-
keta memiliki kepentingan yang berbeda maka rnereka dapat
menunjuk anggota kornisi konsiliasi lainnya secara terpisah (Pasal
2). Jika Presiden Komisi Konsiliasi belurn terpilih dalam jangka
•waktu 2 bulan sejak terpilihnya anggota Koniisi Konsiliasi yang
terakhir, maka Direktur Jenderal FAO yang akan menunjuk
Presiden Komisi Konsiliasi dalarn waktu 2 bulan (Pasal 4)..
Kornisi Konsiliasi, dengan persetujuan para anggotanya, dapat
rnengarnbil putusannya dengan eara voting terbanyak, kecuali para
anggotanya meinilih prosedur lain dengan persetujuan para pihak
yang bersengketa (Pasal 5). Persetujuan rnengenai inasalah kompe-
tensi Kornisi Konsiliasi ditentukan oieh Kornisi Konsiliasi (Pasal 6),.
Peraturan Terkait (Related Regulations) -.••• • •.
Adapun peraturan lain yang terkait dengan Konvensi adalah: •
/. Rome Declaration on World Food Security • - -
2. World Food Summit Plan of Action.
(Fika Yulialdina Hakim, SH)
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International Plant Protection Convention*
Konsep (Concept)
International Plant Protection Convention (Kouvensi)
merupakan konvensi yang dibentuk untuk menjalin kerjasama
internasional dalam mengontrol kesebatan tanaman. Konvensi ird
beruijuan untuk menjamin dilakukannya aksi hersama dan efekttf
oleh negara peserta dalam mencegah penyebaraa penyakit dan hama
yang dibawa oleh tanaman yang melewati batas-batas negara
berikut langkah-langkah pengendaliannya, Untuk mencapai tujuan
tersebut, konvensi ini memberikan harrnonisasi kerangka
perlindungan, langkab-iangkah teknis seperti \a&$3h.phytosamtaiy
dan ketentuan yang berkaitan dengan impor, serta forum kerjasaina
antar negara, Konsep utatna penerapaa langkah-langkah
phytosanitary yaag diatur oleh Konvensi adalah:
- Necessity. Setiap pembedakuaa larangan dan pembatasan
harus <Kterapkan atas dasar pertunbanganpfeytosaRiYarj;.
- Technical justification. Langka-langkah phytosanitary yang
ditempuh hams sesuai dan dibenarkan secara teknis.
- Transparency, Langkah-langkah pkytosanitary berikut latar
belakang penerapan langkah tersebut hams dipubiikasikan
dengan segera kepada seluruh negara anggota.
- Mini?na! impact Laa^cah-laa^kah pkytosanitary harus
konsisten deagan resiko hama dan memiUki implikasi
seminimal mungldn terhadap pergerakan barang dan
komocUtas, terutania tanaman dan produk tanaman,
- Non-discrimination. Langkah-lacigkah phytosanitary harus
diterapkaa tanpa dtsknminasi di antara negara yang memiliki
status pkytosanitary yang sama,
Latar Belakasag {B
Kemajuan teknoiogi transportasi dan koniunikasi modern
serta perkembangan perdagangan internasional semakin mening-
katkan arus lalu-lintas modal, barang, dan jasa antar negara, Salah
satu konsekuensinya adalah peningkatan arus perpindahan tanaman
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atau produk tanaman secara lintas batas sehingga diperlukan suatu
pengaturan agar tidak inenjadikannya sarana penyebaran penyakit
dan hama. Kesadaran inasyarakat intemasional untuk menjaga
kesehatan tanaman sudah dimulai sejak disepakatinya Phylloxera
Convention di Berne tahun 1881 oleh dua belas negara untuk
niengatur perdagangan grapevines. N
Forum intemasional pertama yang membahas perlindungan
tanaman dengan sasaran yang lebih ktas adaiah Conference for
Plant Protection di Roma 1929 yang menyusun rancangan
Konvensi ini. Setelah terhenti akibat Perang Dunia-II, Food
Agricultural Organization (FAO) keinbali membahas rancangan
Konvensi dalain konferensi FAO. Dalain sesi keenam pada tahun
1951, konferensi FAO rnengadopsi Konvensi ini dan didepositkan
oleh Director General FAO. Konvensi ini berlaku (entered into
force) pada tahun 1952 setelah diratifikasi oleh tiga negara.
Arnandernen terhadap Konvensi diusulkan pada tahun 1973,
terutarna berkaitan dengan perubahan model dalam phytosanitary
certificates. Arnandernen ini diadopsi oleh FAO pada tahun 1979
dan berlaku pada tahun 1991 setelah diterinia oleh dua pertiga
negara peserta konvensi.
Pada tahun 1986, terjadi perubahan yang sangat besar ketika
perundingan General Agreements on Tariffs and Trade (GATT)
rnernasuki putaran kedelapan yang dikenal dengan Uruguay^Round;*
Sebelurn putaran tersebut berakhir pada tahun 1993, anggota peserta
konvensi ini dan FAO telah sepakat untuk rnenguatkan -posisi"
Konvensi dalarn kaitannya dengan Agreement on The Application of
Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement). Dalain
kerangka World Trade Organization (WTO) sebagai orgahisasi
yang dihasilkan dari putaran Uruguay, Konvensi bertujuari untuk
rnendorong harmonisasi dan rnenciptakan standar intemasional
rnengenai phytosanitary measures, serta mencegahnya digunakan
sebagai harnbatan terselubung (disguised barrier) dalarn
perdagangan intemasional. Menanggapi hal demikian, FAO
rnernbentuk sekretariat Konvensi pada tahun 1992, diikuti dengan
pembentukan Committee of Experts on Phytosanitary Measures
(CEPM) di tahun 1993. Pada saat yang sarna, anggota peserta
Konvensi juga ingin rnelakukan amandemen terhadap Konvensi
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untuk memperkuat hubungan aatara Konvensi dengan SPS
Agreement. Negosisasi ainandemen berakhir pada tahun 1997 ketika
Konferensi FAO menyetujui revisi teks Koavensi. Revisi ini (New
Revised Text of 1997) mernfokuskan pada kerjasama dan pertukaran
infonnasi dalam rangka mencapai hannonisasi. Selaia memperkuat
tanggung jawab nasional dalam perlindungan kesehataa tanamaa,
revisi juga aiemperkeaalkan pengguaaan International Standards
for Pkytosanitary Measures (ISPMs). Selaajutnya yang dibahas
dalam uiasan ini adalah Konvensi hasil revisi tahun 1997.
KeberSakuan {Entry mt& Force)
Berdasarkaa article 21 paragraph 4 yang mengatur mengenai ft
amaademen, amaademen terhadap Konvensi membutubkan
persetujuan dari Commission on Pkytosanitary Measures (CPM) a
dan berlaku 30 hari setelah penerimaan dari dua pertiga negara f
peserta. Dalani Interim Commission on Phytosanitary Measures p
(ICPM) sebagai lembaga sementara sebelum CPM dibentuk fc
disepakati babwa keberlakuan revisi dari Konveasi beriaku untuk a
seluruh negara peserta,, termasuk bagi negara yang tidak melakukan c
penerimaan revisi Konvensi pada saat keberlakuan. Pada akhimya, It
revisi Konveasi tahun 1997 (New Revised Text of 1997) berlaku 1
pada 2 Oktober 2005 dan sampai dengan November 2006, negara c
peserta Konvensi berjumlah 159. 1
Dalam Konvensi berlaku prinsip-prinsip umum yang beriaku ]
dalam hukum ioteraasional aatara lain: <
- Prinsip pacta sunt servanda, dimana setiap perjanjiaa yang }
telah disepakati hams dilaksanakan oleh negara pesertanya j
dengan idkad baik. Hal ini merupakan dasar timbulnya (
kewajiban bagi negara peserta Koavensi untuk meznbentuk
pengaturan dan kelembagaan di tingkat nasional dan J
kewajibaa untuk mematuhi standar-standar internasional.
- Prinsip kedaulatan aegara (sovereignty)., di mana setiap negara
berdaulat memiUki keweaangan uatuk meagatur segala hal
daiam wilayahnya masing-masing. Kewajiban untuk
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menerapkan materi Konvensi di tingkat nasional dilakukan
dengan tetap menghormati kedaulatan tiap-tiap negara.
- Precautionary principles, yaitu prinsip yang rnenyatakan
bahwa suatu kebijakan atau tindakan yang dapat
menyebabkan kerusakan besar bagi masyarakat atau
lingkungan hidup harus diatur meskipun beluzn ada bukti
ilnuah yang cukup. Prinsip ini biasanya diterapkan dalani
bidang lingkungan hidup dan kesehatan, termasuk dalani
kesehatan tanaman sebagainiana tereantum dalani materi
Konvensi.
Materi Pokok (Main Features)
Konvensi hasil revisi tahun 1997 memuat 23 articles dan dua
annex yaitu meliputi Model Phytosanitary Certificate dan Model
Phytosanitary Certificate for Re-Export. Hal ini merupakan
penambahan dari Konvensi sebelum revisi yang disepakati pada
tahun 1951 dan amandeniennya di tahun 1979 dimana dimuat 15
articles dengan 1 annex. Konvensi ini tidak rnengelompokan
articles ke dalani bagian (chapter). Article I Konvensi memberikan
kewajiban terbadap negara peserta untuk mengadopsi langkah
legislatif, teknis, dan adraioistratif sesuai dengan materi Konvensi
dalam rangka niemenuhi tujuan Konvensi. Negara peserta memiliki
kewajiban melakukan langkah-langkah tersebut dalani wilayah
teritoriahiya masing-inasing. Article 2 Konvensi memberikan
definisi atas penggunaan istilah yang diperluas dalam revisi tahun
1997. Istilah yang dijelaskan meliputi area of low pest prevalence,
commission, endangered area, establishment, harmonized
phytosanitary measures, international standards, introduction, pest,
pest risk analysis, phytosanitary measure, plant products, plants,
quarantined pest, regional standards, regulated article, regulated
non-quarantine pest, regulated pest, secretary, dan technically
justified. Keniudian dalam Article 3 mengenai hubungan dengan
perjanjian internasional lain yang terkait menjelaskan bahwa
Konvensi tidak niengurangi hak dan kewajiban yang timbul dari
perjanjian internasional lain.
Article 4 memberikan ketentuan uniuni yang berkaitan dengan
penyttsunan organisasi tingkat nasional yang melakukan perlin-
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dungan tanaman (National Plant Protection Organizations! m
NPPOs). Setiap negara peserta beikewajiban untuk membentuk mf
organisasi ini dalam vwlayahnya masing-masing yang memiliki &
fungsi untuk melakukan hal-hal berikut ini. S€
- Penerbitan sertifikat terkait dengan pengaturan phytosanitary
terbadap pengangkutan tanaman, produk tanaman, seria
regulated articles lainnya yang dilakukan oleh negara peserta
dalam kegiatan impor. (Regulated articles lain adalah setiap
tanaman, produk tanaman, tempat penyimpanan, pengemasan,
pengangkutan. kontainer, tanah, atau organisme lain yang
dapat menyebarkan hama dan penyakit terutama berkaitan
dengan perdagaagan ratemasional sehingga membutuhkan
iangkah-langkah phytosanitary}.
- Survei dan pengatnatan terhadap tanamaa yang aiasih hidup,
baik tanaman yang dibudidayakan (seperti perkebunan, rumah
kaca, atau iaboratonum), maupun tanaman liar. Pengamatan
barus ditindakianjuti dengan kerjasama internasional terutama
apabiia ditemukan adanya penyebaran hama atau penyakit.
- Melakukan inspeksi terhadap tanaman, produk tanaman, serta
regulated articles lain dalam ialu-lintas barang kitemasional ^
dengan tujuan mencegah penyebaran penyakit dan hama, ;'
- Melakukan pengecekan terbadap tanaman-tananian dalam lalu c
lintas intemasioQai agar sesuai dengan stands pkytosamtaty. *
- Melakukan perlindungan dan pengelolaan wilayah di
endangered areas, low pest prevalence, dsxt pest free areas.
- Melakukan pest risk analysis.
- Menjamin berjaiannya prosedur keamanan phytosanitary
dalam pengangkutan barang pada saat ekspor, tennasuk
setelah sertifikasi diiakukan.
- Pelatihan dan pengembangan staf.
Susunan orgaaisasi nasional di inasmg-masing negara harus
dilaporkan ke Sekretariat Commision of Phytosamtary Measures
(CPM) dan dapat dipublikasikan kepada negara peserta lainnya
apabiia diminta.
Article 5 mengatur meagenai saiah satu pokok Konvensi,
yaitu phytosanitary certification. Setiap negara peserta diwajibkan
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menerbitkan phytosanitary certifi^ A
memastikan setiap tanaman gan JUan ""^
diekspor harus memenuhi cer Pr°duk ^^^ yang ^m
secara internasional Adamm atan P^osanitary X^S beriaku
- Inspeksi dan te&S*^^™^
phytosanitary certifies 7?g tekaitan dengan P^rbitan
organisasi nasional ,- ya boleh diiakukan oleh
Penerbitan ini harus dn ^ fdm^ tanaman ^P0)'
memiliki kualifikasi tei^' ^ °kh pejabat pubHk yang
memadai dan iusa dijJ^9 P611^ 6^ "311' dan infonnasi yang
dipercaya oleh negara ^  ^Uasft °leh NPPO Sehingga dapat
m tanaman yang menerima
- Phytomtory
dengan standar intern^ ^ diterbitkan harus sesuai
tercantumda dengan ^^^ sebagaimana
- Adanya perubahan n
1 disepakati
^r^c/t' 6 nieinbahas m^
Negara peserta diwajibkan i T™ ^Qn^>atW3n hama
sanitary terhadap hama van^- k&n 3an^-lan§kah ^ °'
dikarantina yang diatur (rep7; lkarantina maupun hama tidak
berikut. Rioted non-quarantine pests) sebagai
- Pengaturan tidak boleh i ui. ,
pengaturan terhadao h dibandingkan dengan
wiJayahnearae Sejenis apabila diiakukan didiiakukan
- Pengaturan hanya terh *
dimaksudkan untuk meii ^  sepanjang diperlukan dan
dibenarkan secara telm: ^ kesehatan tanaman dan dapat
pesem lain yang berV^8..^^^^^^ oieh negaray gDerkePentmgan (negara pengimpor).
Article 7 ineinbahas men
dengan impor tanaman Den ^ Pengaturan ^Z feerkaitan
hama dan penyakit, setian ^ ^^^ menghalangi penyebaran
mengatur, sesuai dengan perian^3? memiliki kedaulatan untuk
tanaman sebagai berikut J^Jlan ^ternasional, arus keluar-masuk
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- merurnuskan dan mengadopsi langkah-langkah pbytosanitary
yang berkaitan dengan impor tanaman, produk tanaman, serta
regulated articles lain termasuk langkah inspeksi dan
pemberlakuan larangan iinpor.
- Melarang niasuk, znenahan, mernberikan perlakuan khusus,
menghancurkan, atau memindahkan tanaman, produk
tanaman, pengangkutan, atau hal-hal lain yang diatur dalam
Konvensi apabila tidak rnernenuhi langkah pkytosanitary
yang telah dirumuskan tersebut.
- Melarang atau menghambat pergerakan hama yang diatur
(regulated pests) masuk ke dalam wilayah negaranya.
- Melarang atau menghambat masuknya pergerakan agen
kontrol biologis atau organisme phytosanitary lainnya yang
diklalm bermanfaat ke dalam wilayahnya.
Agar sesuai dan tidak mengambat perdagangan iaternasional,
langkab-lan^cah sebagaimana dapat diiakukan oleh negara peserta
harus sesuai dengan pengaturan berikut im.
- Pengaturan phytosanitary yang diberlakukan oleh suatu
negara. hanya diiakukan sepanjang diperlukan dan sesuai
dengan perUrnbangan phytosanitar}? dan dapat dijustifikasi
seeara teknis,
- Negara peserta harus mempublikasikan langkah-iangkah
pkytosanitary yang diadopsi termasuk persyaratan
pltytostmitary, iarangan, dan pembatasan yang berkaitan
dengan langkah-langkah tersebut.
- Apabila diminta, setiap negara dapat memberikan penjeiasan
atau latar belakang ^rationale) atas persyaratan, larangan, dan
pembatasan yang dtberikan kepada negara lain.
- Apabila negara peserta memberlakukan pengaturan bahwa
pengaagkutan tanaman atau produk tanaman hanya dapat
diiakukan melaiui titiJk masuk tertentu, pengaturan tersebut
tidak boieh menghambat perdagangan intemasional. Negara
peserta harus mempubUkasikan titik-titik masuk tersebut dan
disarnpaikan kepada Secretariat Commission on Phytosanitary
Measures (CPM), organisasi regional perlindungan tanaman
(Regional Plant Protection Organization/ RPPOs) dimana
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negara tersebut nienjadi anggota, negara yang terpengaruh
dengan pengaturan tersebut, dan negara lain yang meminta.
Pembatasan terhadap titik masuk hanya dapat diiakukan
apabila tanaman atau produk tanamaa disertai dengan
phytosanitary certificates yang diserabkan pada saat inspeksi.
- Inspeksi atau prosedur phytosanitary yang dipersyaratkan
oleh organisasi perlindungan tanaman nasional terhadap
tanaman, produk tanaman, atau regulated articles dalam
kegiatan impor barus diiakukan seeepat mungkin.
- Negara pengimpor barus memberikan penjelasan kepada
negara peagekspor atau negara yang melakukan re-exporting
terhadap adanya ketidakpatuban terhadap phytosanitary
certification dengan eepat, dan negara pengekspor dapat
melakukan investigasi atau meminta basil investigasi negara
pengimpor.
- Negara peserta hanya dapat inemberlakukan langkah
phytosanitary yang technically justified, konsisten dengan
resiko penyebaran hama, dan memiliki dampak minimal
terhadap pergerakan barang dan komoditas.
- Apabila terdapat perubahan situasi dan muncul fakta-fakta
baru, negara peserta dapat inengubah atau mengganti dengan
cepat langkah-langkah phytosamtary.
- Negara peserta sesuai dengan kemampuaonya melakukan
pengamatan terhadap hama dan meagembangkan informasi
terhadap status-status hama untuk mendukung kategorisasi
hama dan dalam rangka terus meningkatkan langkah-langkah
phytosanitary. Informasi hams tersedia juga bagi negara
peserta lain.
Langkah-langkah demikian tidak raenghalangi negara peserta
untuk rnembuat pengaturan khusus, sepanjang memenuhi
safeguards, untuk tujuan impor, penelitian ilmiah, pendidikan, atau
tujuan spesifik lainnya dari tanaman, produk tanaman, serta
regulated articles lainnya. Begitu pula langkah-langkah
phytosanitary tidak dapat menghalangi negara peserta dalam
melakukan langkah darurat apabila terdeteksi masuknya hama ke
dalam wilayahnya.
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Mekanisrae Khusas (Special Mechanism}
Mekaaisaie khusus pada Konvensi ini berada pada
hubungaanya dengan perjanjian internasioaal lain yang berkaitan.
Sesuai dengan article 14, Koavensi menghapus dan nieaggantikan,
diantara negara peserta, Kovensi Bern meageaai Phylloxera dan
Konvensi Paris tahun 1929 mengenai Protection of Plants. Selain
itu negara peseita dalam rangka memberikan perhatian khusus
terhadap suatu masalah tertentu dapat membentuk pegaajian
tambabaa (supplementary agreements). Sesuai article 16, Perjanjian
demikiau dapat diterapkan untuk suatu wilayah, bama, tanaman,
produk tanamaa, dan metode tanspoitasi tedentu saja. Keberlakuaa
supplementary agreements akan diatur berdasaikaa perjanjiaa yang
beisangkutaa.
gawassc {Authority and Mon&o
Otoritas daa peagawasan dilakukan berdasarkaa prinisp
keijasama internasioaal sebagaiiaana diatur dalam article S.
Kerjasama internasional dilakukan untuk mengkoordinasikan
pertukaran tafotmasi terhadap hama taaatnaa, terutaaia lapoian
pe&yebaran yaag dapat nieajadi bahaya poteasial, peayediaan
bantuaa tekois dan iaformasi bioiogis untuk menganalisis resiko
hama, daa saling berpartisipasi dalam pemberantasan hama yang
meogartcatn produksi tanamaa global. Untuk itu, berdasarkan
article 11 dibentuk Commission on PkytosanUary Measures (CPM)
yang bemaung dalam kerangka FAO deagan tujuan niemastikan
impiemenlasi dari Koaveasi berikut kebijakan iairmya sebagai
wujud tindak ia&jut. CPM berfungsi untuk mengendalikan
pengaturan perlindua^n tanainaa di tingkat nasional dan meneegah
penyebaraa hama dan penyakit di tia^tat interaasioaal. Kenmdian,
CPM berweaang mengembaagkan staadar-staadar interaasional
niengeaai pkytosaniiaiy\a deagaa orgaaisasi
intemasioaai lain sepanjaag berkaitaa deagan tujuaa Konvensi,
serta membuat rekoaiendasi dalam memeauhi tujuan utama dari
Konveasi. Saiah satu fungsi utama dari CPM sebagaimana diatur
dalam article 10 adalah meagembaogkan daa nieagadopsi staadar
intemastonal mengeaai perlindungan tanaman yang harus diataati
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oleh negara peserta. Sesuai dengan article 12, sekretariat CPM
ditunjuk oleh Director-General FAO dan memiliki kewajiban untuk
niempubiikasikan standar internaszona! yang berlaku bagi negara
peserta, daftar hama yang diatur (regulated pests), dan segala
informasi yang berkaitan dengan peTsyars&sna phytosanitary.
Keberadaan CPM juga ditindaklanjuti dalam article 9 dimana
dimungkinkan keijasama regional dengan menabentuk organisasi
regional perlindungan tanaman (RPPOs). Organisasi ini berfcngsi
sebagai lembaga koordinasi regional yang juga akan berkoordinasi
dengan Sekretariat CPM, misalnya dengan nienggelar perteniuan
yang dihadiri oleh perwakilan organisasi regional dalam niembahas
perkernbangan langkah-iangkah phytosanitary terbaru. Standar
regional tetap dapat diberlakukan oleh organisasi semacam ini
sepanjang tidak bertentangan dengan Konvensi dan harus
didepositkan ke CPM.
Perjanjian Iniernasional yang terkait (Related Agreements}
Konvensi ini memiliki keterkaitan yang erat dengan SPS
Agreement dalam kerangka WTO. Konvensi ini niemang memiliki
kekuatan hukuni yang mengikat, namun standar raternasional yang
dikembangkan oleh Konvensi tidak. Oleh karena itu, anggota WTO
mencari hannonisasi antara kedua perjanjian internasional ini
dengan mensyaratkan setiap anggota WTO mendasarkan langkah-
langkah phytosanitary dalam perdagangan internasional berdasar-
kan Konvensi. Selain itu, dalam hal penyelesaian sengketa
dismkronisasi juga mekanismenya dengan prosedur penyelesaian
sengketa di WTO.
Penyelesaian Sengketa (Settlement of Disputes)
Mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat
interpretasi atau implenientasi Konvensi diatur dalam article 13
niengenai Settlement of Disputes. Sengketa antar negara juga dapat
timbul akibat langkah-langkah yang dilakukan suatu negara terkait
dengan penerapan phytosanitary certification yang diatur dalam
article 5 atau berkaitan dengan larangan dan pernbatasan impor
sebagaimana tercantum dalam article 1. Negara yang bersengketa
harus mengupayakan penyelesaian rnelalui konsultasi diantara para
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pihak. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan, negara peserta
dapat meniinta Director-General FAO imtuk menunjuk komite ahli
untuk menyelesaikan masalah yang disengketakan sesuai dengan
aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh CPM. Komite ini harus
beranggotakan penvakilan dari negara yang bersengketa. Dengan
menggunakan segala dokumen dan aiat bukti yang diserahkan oleh
masing-masing negara, komite ahli akan rnenghasilkan laporan
menyangkut aspek teknis dari sengketa dalam upaya menghasilkan
resoiusi. Laporan ini kemudian disetujui sesuai dengan aturan dan
prosedur yang ditetapkan oleh CPM, lalu diserahkan kepada negara
yang bersengketa oleh Director-Genera! FAO. Laporan ini juga
dapat diserahkan kepada badan dari organisasi internasional yang
berwenang untuk menyelesaikan sengketa perdagangan interna-
sional (dalam hal ini WTO Dispute Settlement Body) untuk
rnelengkapi prosedur penyelesaian sengketa di organisasi tersebut.
Meskipun demikian, rekomendasi dari komite tidak memiliki
kekuatan mengikat dan hanya menjadi dasar pertimbangan negara
yang bersengjketa untuk melakukan perubahan-perubahan yang
diperlukan. (M. Ajisiatrla),
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